KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/KEPMEN-KP/2013
TENTANG

KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Mengingat:

a.

1.

bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam
penentuan kelas jabatan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan kelas jabatan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan berdasarkan evaluasi jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Kelas Jabatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto
Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
126);

6. Peraturan . . . .



10.

11.

12.

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P
Tahun 2013;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2010 — 2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1);

Berita Acara Hasil Validasi Nilai jabatan dan Kelas Jabatan
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor
772/S3/V1/2012, Nomor B/2001/D.111.PAN-RB/6/2012,
dan Nomor 7/K/KS/VI1/2012, yang ditandatangani oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Deputi Bidang
SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 26 Juni
2012;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.

Menetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan
fungsional umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I,
Lampiran Il, dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : . ..



KEDUA

KETIGA

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
merupakan pedoman atau acuan bagi Pimpinan Unit Kerja
Eselon | di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam menetapkan pemangku jabatan pada unit
kerjanya, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari
Sekretariat Jenderal.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

uai dengan aslinya
Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 /KEPMEN-KP/2013
TENTANG

KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELAS JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DI LINGKUNGAN

NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
1 | Sekretaris Jenderal Sekretariat Jenderal (Setjen) 17
2 Dirjen Perikanan Tangkap Ditien Perikanan Tangkap (DJPT) 17
3 Dirjen Perikanan Budidaya Ditien Perikanan Budidaya (DJPB) 17
4 Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ditien Pengolahan dan Pemasaran Hasil 17

Perikanan (P2HP)
5 Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Ditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 17
(KP3K)
6 Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 17
Perikanan Perikanan (PSDKP)
7 Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal (Itjen) 17
8 Ka. Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Badan Litbang Kelautan dan Perikanan 17
(Balitbang KP)
9 Ka. Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan 17
Perikanan Perikanan (BPSDM KP)
10 Ka. Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 17
dan Keamanan Hasil Perikanan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)
11 | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Setjen 16
12 | Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Setjen 16
13 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Setien 16
Antarlembaga
14 | Staf Anli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Setjen 16
15 | Ka. Biro Perencanaan Biro Perencanaan, Setjen 15
16 | Ka. Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 15
17 | Ka. Biro Keuangan Biro Keuangan, Setjen 15
18 | Ka. Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 15
19 | Ka. Biro Umum Biro Umum, Setjen 15
20 | Ses. Ditjen Perikanan Tangkap Setditjen. Perikanan Tangkap 15
21 | Ses. Ditien Perikanan Budidaya Setditjen. Ditjen Perikanan Budidaya 15




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Ses. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Setditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil

22 Perikanan Perikanan 15
23 igzill Ditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Setditjen. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 15
24 Ses. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Setditien. Pengawasan Sumber Daya Kelautan 15
dan Perikanan dan Perikanan
25 | Ses. Inspektorat Jenderal Set. Inspektorat Jenderal 15
26 | Ses. Balitbang Kelautan dan Periknan Set. Balitbang KP 15
97 Seg. Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Set. BPSDM KP 15
Perikanan
28 Ses. Badan Karantha qun, Pengendalian Mutu, Set. BKIPM 15
dan Keamanan Hasil Perikanan
29 | Dir. Sumber Daya lkan Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 15
30 | Dir. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan Dit. Kapal Perikanan g?;_l'_b‘ lat Penangkap fkan, 15
31 | Dir. Pelabuhan Perikanan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 15
32 | Dir. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 15
33 | Dir. Pengembangan Usaha Penangkapan lkan Dit. Pengembangan LS?]?T& Penangkapan lkan, 15
34 | Dir. Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 15
35 | Dir. Produksi Dit. Produksi, DJPB 15
36 | Dir. Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 15
37 | Dir. Usaha Budidaya Dit. Usaha Budidaya, DJPB 15
38 | Dir. Kesehatan lkan dan Lingkungan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 15
39 | Dir. Pengolahan Hasil Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 15
. . Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi,
40 | Dir. Pengembangan Produk Nonkonsumsi Ditien P2HP 15
41 | Dir. Pemasaran Dalam Negeti Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen P2HP 15
42 | Dir. Pemasaran Luar Negeri Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP 15
43 | Dir. Usaha dan Investasi Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 15
, - .| Dit. Tata Ruang laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
44 | Dir. Tata Ruang laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecil, Ditien KP3K 15
45 | Dir. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Dit. Konservasi .K.awasan dan Jenis lkan, 15
Ditien KP3K
46 | Dir. Pesisir dan Lautan Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 15
47 | Dir. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Dit PendayagunaanKilgiu-Pulau Kecil, Ditien 15
48 Dir. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 15

Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan,

49 | Dir. Pengawasan Sumber Daya Perikanan Difien PSDKP 15
, Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
50 | Dir. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditien PSDKP 15
51 | Dir. Kapal Pengawas Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 15
Dir. Pemantauan Sumber Daya KP dan Dit. Pemantauan Sumber Daya KP dan .
52 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, Ditjen 15
Pengembangan Infrastruktur Pegawasan
PSDKP
53 | Dir. Penanganan Pelanggaran Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 15
54 | Inspektur | Itien 15
55 | Inspektur Il Itjien 15
56 | Inspektur I Itien 15
57 | Inspektur IV Itjien 15
58 | InspekturV Itien 15
59 Ka. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan 15
Konservasi Sumber Daya lkan Konservasi Sumber Daya |kan, Balitbang KP
60 | Ka. Pusat Litbang Perikanan Budidaya Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 15
61 Ka. Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi| Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi 15
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP
62 | Ka. Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir 15
Balitbang KP
. . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
63 | Ka. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP 15
. . Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan,
64 | Ka. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP 15
. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,
65 | Ka.Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP 15
66 | Ka.Pusat Karantina lkan Pusat Karantina lkan, BKIPM 15
67 | Ka.Pusat Sertifikasi Mutu Pusat Sertifikasi Mutu, BKIPM 15
68 | Ka.Pusat Manajemen Mutu Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 15
69 | Ka. Pusat Data, Statistik, dan Informasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi 15
Ka. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan
70 15
Antarlembaga Antarlembaga
71 | Ka. Sekretariat Dewan Kelautan dan Perikanan Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia 14
72 | Ka. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Balai Besar Pengemb;gg_arn Penangkapan lkan, 14
73 | Ka. Pelabuhan Perikanan Samudera Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 14
Ka. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar,
74 14
Tawar DJPB
Ka.Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau,
75 14
Payau DJPB
76 | Ka. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, DJPB 14




NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
77 Ka. Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian | Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 14
Hasil Perikanan Hasil Perikanan, Ditien P2HP
78 | Ka. Balai Besar Litbang Budidaya Laut Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Balitbang KP 14
Ka. Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan .Bala| Bes"?“ Litbang Pengolah an ProduK dan
79 . . . Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang 14
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Kp
80 Ka. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 14
Kelautan dan Perikanan dan Perikanan, Balitbang KP
81 | Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan, BPSDM KP 14
82 Ka. Balai Besar Karantina lkan, Pengendalian Balai Besar Karantina lkan, Pengendalian Mutu, 1
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM
83 Ka. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan 13
Kelautan dan Perikanan dan Perikanan, Ditjen PSDKP
84 | Ka. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Perikanan Nusantara, DJPT 12
85 | Ka. Balai Budidaya Air Tawar Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 12
86 | Ka.Balai Budidaya Air Payau Balai Budidaya Air Payau, DJPB 12
87 | Ka. Balai Budidaya Laut Balai Budidaya Laut, DJPB 12
88 Ka. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan 1
Budidaya Budidaya, DJPB
Ka. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan
89 12
Kekerangan Kekerangan, DJPB
Ka. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut,
90 " 12
Laut Ditjen KP3K
91 | Ka. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Balai Kawasan Kon_serva5| Perairan Nasional, 12
Ditjen KP3K
92 | Ka. Balai Penelitian dan Observasi Kelautan Balai Penelitian d.an Observasi Kelautan, 12
Balitbang KP
93 Ka. Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Kepala Balai Penelitian Pemulihan dan 1
Sumber Daya lkan Konservasi Sumber Daya |kan, Balitbang KP
94 | Ka. Balai Litbang Budidaya Air Tawar Balai Litbang Budidaya Air Tawar, Balitbang KP 12
95 | Ka. Balai Litbang Budidaya Air Payau Balai Litbang Budidaya Air Payau, DJPB 12
96 | Ka.Balai Penelitian Perikanan Laut Balai Penelitian Perikanan Laut, Balitbang KP 12
97 | Ka. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Balai Penelitian P§r|kanan Perairan Umum, 12
Balitbang KP
98 | Ka. Balai Penelitian Pemuliaan lkan Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, Balitbang 12
99 | Ka. Balai Litbang Budidaya Ikan Hias Balai Litbang Budidaya Ikan Hias, Balitbang KP 12
100 | Ka. Balai Pendikan dan Pelatihan Perikanan Balai Pendikan dan Pelztllahan Perikanan, BPSDM 12
101 | Ka. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Balai Pendikan dan PelI<aFt)|han Aparatur, BPSDM 12
102 Ka. Balai Uji Standar Karantina lkan, Pengendalian | Balai Uji Standar Karantina lkan, Pengendalian 12

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Ka. Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan

103 Keamanan Hasil Perikanan Kelas | Keamanan Hasil Perikanan Kelas |, BKIPM 12
104 | Kabag. Perencanaan Program Biro Perencanaan, Setjen 11
105 | Kabag. Pengendalian dan Pelaporan Biro Perencanaan, Setjen 11
106 | Kabag. Perencanaan Umum Biro Perencanaan, Setjen 11
107 | Kabag. Penyusunan Anggaran Biro Perencanaan, Setjen 11
108 | Kabag. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Setjen 11
109 | Kabag. Mutasi Biro Kepegawaian, Setjen 11
110 | Kabag. Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian, Setjen 11
111 | Kabag. Tata Usaha Kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 11
112 | Kabag. Anggaran Biro Keuangan, Setjen 11
113 | Kabag. Perbendaharaan Biro Keuangan, Setjen 11
114 | Kabag. Akuntansi Biro Keuangan, Setjen 11
115 | Kabag. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Biro Keuangan, Setjen 11
116 | Kabag. Perundang-Undangan Teknis Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 11
117 §:gzg}nﬁ)ir:;:§rll|g;3riafgin Lintas Sektor dan Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 11
118 | Kabag. Perjanjian dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 11
119 | Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 11
120 | Kabag. Tata Usaha Pimpinan Biro Umum, Setjen 11
121 | Kabag. Rumah Tangga Biro Umum, Setjen 11
122 | Kabag. Perlengkapan Biro Umum, Setjen 11
123 | Kabag. Tata Usaha dan Persuratan Biro Umum, Setjen 11
124 | Kabag. Program Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 11
125 | Kabag. Kepegawaian Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 11
126 | Kabag. Hukum, Organisasi dan Humas Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 11
127 | Kabag. Keuangan dan Umum Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 11
128 | Kasubdit. Data dan Statistik Perikanan Tangkap Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 11
129 | Kasubdit. Sumberdaya Ikan Perairan Umum Dit. Sumber Daya lkan, DJPT 11
130 ﬁ:f;?ffkﬁg;?:f;ﬂaya lkan Laut Teritorial dan Dit. Sumber Daya Ikan, DIJPT 11
!
132 | Kasubdit. Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya lkan Dit. Sumber Daya lkan, DJPT 11
133 Kasubdit. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 1

Perikanan

DJIPT




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Kasubdit. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat

Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan,

134 Penangkap lkan DJPT 1

135 | Kasubdit. Pendaftaran Kapal Perikanan Dit. Kapal Perlkanangjlg;\ lat Penangkap fkan, 11
Kasubdit. Pengawakan Kapal dan Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan,

136 . . 11
Ketenagakerjaan Perikanan DJPT

137 Kasubdit. Pemantuan dan Evaluasi Kapal Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 1
Perikanan dan Alat Penangkap Ikan DJPT

138 Kagubdlt. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIPT 1
Perikanan

139 | Kasubdit. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 11

140 Kagubdlt. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIPT 1
Perikanan

141 | Kasubdit. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 11

142 Kagubd|t. Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 1
Perikanan

143 | Kasubdit. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 11

144 | Kasubdit. Tata Pengusahaan Penangkapan lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 11

145 | Kasubdit. Verifikasi Dokumen Penangkapan lkan | Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 11

146 | Kasubdit. Pelayanan Dokumen Penangkapan lkan | Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 11

147 Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 11
Usaha Penangkapan lkan

148 | Kasubdit. Kelembagaan Usaha Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, 1

DJPT
149 | Kasubdit. Investasi dan Permodalan Usaha Dit. Pengembangan gigjra Penangkapan lkan, 11
150 | Kasubdit. Kenelayanan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, 1
DJPT

151 | Kasubdit. Pembinaan Pengelolaan Usaha Dit. Pengembangan Léig}a Penangkapan lkan, 11
Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan lkan,

152 11
Penangkapan lkan DJPT

153 | Kabag. Program Setditjen Perikanan Budidaya, DJPB 11

154 | Kabag. Kepegawaian Setditien Perikanan Budidaya, DJPB 11

155 | Kabag. Hukum, Organisasi dan Humas Setditjen Perikanan Budidaya, DJPB 11

156 | Kabag. Keuangan dan Umum Setditjen Perikanan Budidaya, DJPB 11

157 | Kasubdit. Lahan dan Air Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 11

158 _}?:;L::dlt' Prasarana dan Sarana Budidaya Air Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 11

159 Kasubdit. Prasarana dan Sarana Budidaya Alr Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 11

Payau




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

160 | Kasubdit.Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 11
161 | Kasubdit. Minapolitan Budidaya Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 11
162 | Kasubdit. Induk Dit. Perbenihan, DJPB 11
163 | Kasubdit. Perbenihan Skala Kecil Dit. Perbenihan, DJPB 11
164 | Kasubdit. Perbenihan Skala Besar Dit. Perbenihan, DJPB 11
165 | Kasubdit. Standardisasi & Sertifikasi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 11
166 | Kasubdit. Informasi dan Distribusi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 11
167 | Kasubdit. Budidaya Air Tawar Dit. Produksi, DJPB 11
168 | Kasubdit. Budidaya Air Payau dan Laut Dit. Produksi, DJPB 11
169 | Kasubdit. Budidaya Ikan Hias Dit. Produksi, DJPB 11
170 | Kasubdit. Sertifikasi Dit. Produksi, DJPB 11
171 | Kasubdit. Data dan Statistik Perikanan Budidaya Dit. Produksi, DJPB 11
172 | Kasubdit. Investasi dan Permodalan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 11
173 | Kasubdit. Kewirausahaan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 11
174 | Kasubdit. Pelayanan Usaha Dit. Usaha Budidaya, DJPB 11
175 | Kasubdit. Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 11
176 | Kasubdit. Informasi Usaha dan Promosi Dit. Usaha Budidaya, DJPB 11
177 | Kasubdit. Hama dan Penyakit Ikan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 11
178 | Kasubdit. Perlindungan Lingkungan Budidaya Dit. Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 11
179 EiZiZii;.aitandardisasi Kesehatan ikan dan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 11
180 | Kasubdit. Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 11
181 | Kasubdit. Pengendalian Residu Dit. Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 11
182 | Kabag. Program Setditjen F;eer:%(cgzgz? Sjii}gnPs?:;aran Hasil 1
169 | Kabag, Kepegavaian Sedien Pengoaan dan Peesaan e 11
184 | Kabag. Hukum, Organisasi, dan Humas Setditen F;)eer:igkc;lzzf;?Sii;r;nPsg]:;aran Hasil 11
185 | Kabag. Keuangan dan Umum Setditen F;eer;ﬁj((;lﬁgir]sizznngw:;aran Hasil 11
186 | Kasubdit. Standardisasi Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 11
187 | Kasubdit. Pengembangan Produk Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 11
188 hKAZilgk?]c:]ighPengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 11
189 | Kasubdit. Industri Pengolahan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 11
190 | Kasubdit. Sarana dan Prasarana Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 11




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi,

191 | Kasubdit. Standardisasi Ditien P2HP 11
192 | Kasubdit. Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias Dit Pengembargg:ggnPFr)c;i'uFlf Nonkonsumsi, 11
193 Kasubdit. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Dit. Pengembanggn Produk Nonkonsumsi, 1
Menengah Ditien P2HP
194 | Kasubdit. Pengembangan Industri Dit PengembargggnPFr)c;i'uFlf Nonkonsumsi, 11
195 | Kasubdit. Sarana dan Prasarana Dit Pengembanggn Produk Nonkonsumsi 11
Ditien P2HP
196 | Kasubdit. Kelembagaan Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 11
197 Eizl;?idit' Analisis dan Informasi Pasar Dalam Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen P2HP 11
198 | Kasubdit. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 11
199 [ Kasubdit. Promosi dan Kerja Sama Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen P2HP 11
200 | Kasubdit. Sarana dan Prasarana Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen P2HP 11
201 | Kasubdit. Kelembagaan Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP 11
202 | Kasubdit. Analisis dan Informasi Pasar Luar Negeri Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 11
203 | Kasubdit. Pengembangan Ekspor Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP 11
204 | Kasubdit. Pengendalian Impor Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 11
205 | Kasubdit. Promosi dan Kerja Sama Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP 11
206 | Kasubdit. Pelayanan Usaha Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 11
207 | Kasubdit. Kemitraan Usaha Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 11
208 ﬁ:rsnu:sdailtr;;etenagakerjaan Pengolahan dan Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 11
209 | Kasubdit. Investasi dan Permodalan Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 11
210 | Kasubdit. Informasi dan Promosi Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 11
211 | Kabag. Program Setditjen Kelautan,;;zi;ik ;1;2 Pulau-Pulau Kecil, 1
212 | Kabag. Kepegawaian, Keuangan dan Umum Setditien Kelautan,;;zisik;lgg Pulau-Pulau Kecl 11
213 | Kabag. Hukum, Organisasi dan Humas Setditien Kelautan,gi;zisi:(, ;i;r(] Pulau-Pulau Kecil, 1
214 | Kabag. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Setdijen Kelautan,;tzzir;silré;igg Pulau-Pulau Kecll, 11
215 Kasqbdit. Re.ncgnell Tata Ruang Laut Nasional dan | Dit. Tata Ruang Lgut Egsisir, dan Pulau-Pulau 1
Perairan Yurisdiksi Kecil, Ditjen KP3K
216 Ka}subdit. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Dit. Tata Ruang Lgut Pgsisir, dan Pulau-Pulau 1
Wilayah | Kecil, Ditien KP3K
17 Kasubdit. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Dit. Tata Ruang Laut Pesisir, dan Pulau-Pulau 1

Wilayah I

Kecil, Ditien KP3K




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Dit. Tata Ruang Laut Pesisir, dan Pulau-Pulau

218 | Kasubdit. Informasi dan Evaluasi Spasial Kecil, Dilen KP3K 11
219 | Kasubdit. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi Dit. Kawasan quserva5| dan Jenis lkan, 11
Ditjen KP3K
220 | Kasubdit. Konservasi Kawasan Dit. Kawasan quserva5| dan Jenis lkan, 11
Ditjen KP3K
221 | Kasubdit. Konservasi Jenis Ikan Dit. Kawasan quservaa dan Jenis [kan, 11
Ditjen KP3K
222 | Kasubdit. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan Dit. Kawasan quserva& dan Jenis [kan, 11
Ditien KP3K
223 | Kasubdit. Mitigasi Bencana Lingkungan Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 11
224 | Kasubdit. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 11
205 | Kasubdit. Penanggulangan Pencemaran Sumber Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 11
Daya Pesisir dan Laut
226 | Kasubdit. Rehabilitasi dan Reklamasi Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 11
227 | Kasubdit. Identifikasi Pulau-Pulau Kecil it PendayagunaanKF;)lgiu-Pulau Kecil, Ditien 11
228 | Kasubdit. Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil it PendayagunaanKFF’)ngu-Pulau Kecil, Ditien 11
229 | Kasubdit.Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil Dit PendayagunaanKF;tgiu-Pulau Kecil, Ditien 11
230 | Kasubdit. Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil it PendayagunaanKF};uBIiu-Pulau Kecil, Ditien 11
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
231 | Kasubdit. Akses Permodalan Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 11
232 | Kasubdit. Akses IPTEK Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 1
Pengembangan Usaha
. . Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
233 | Kasubdit. Sosial Budaya Masyarakat Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 11
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
234 | Kasubdit. Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 11
Setditien Pengawasan Sumber Daya Kelautan
235 | Kabag. Program dan Perikanan, Ditien PSDKP 1
. Setditien Pengawasan Sumber Daya Kelautan
236 | Kabag. Kepegawaian dan Perikanan, Ditien PSDKP 1
- Setditien Pengawasan Sumber Daya Kelautan
237 | Kabag. Hukum, Organisasi dan Humas dan Perikanan, Diien PSDKP 11
Setditien Pengawasan Sumber Daya Kelautan
238 | Kabag. Keuangan dan Umum dan Perikanan, Dijen PSDKP 11
Kasubdit. Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
239 o 11
Barat Ditien PSDKP
Kasubdit. Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
240 . o 11
Timur Ditien PSDKP
241 Kasubdit. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan|  Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 1

dan Pemasaran

Ditjen PSDKP




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan,

242 | Kasubdit. Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Ditien PSDKP 11
Kasubdit. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen
243 . 11
Kawasan Konservasi PSDKP
244 | Kasubdit. Pengawasan Pencemaran Perairan Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditien 11
PSDKP
Kasubdit. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen
245 . 11
Kecil PSDKP
Kasubdit. Jasa Kelautan dan Sumber Daya Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen
246 . 11
Nonhayati PSDKP
247 | Kasubdit. Logistik dan Operasional Wilayah Barat Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 11
248 | Kasubdit. Logistik dan Operasional Wilayah Timur Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 11
249 | Kasubdit. Perawatan Kapal Pengawas Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 11
250 | Kasubdit. Pengawakan Kapal Pengawas Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 11
. Dit. Pemantauan Sumber Daya KP & Pengemb.
251 | Kasubdit. Sistem Pemantauan Infrastruktur Perikanan, Ditien PSDKP 1
259 Kasubdit. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya | Dit. Pemantauan Sumber Daya KP & Pengemb. 1
Kelautan Infrastruktur Perikanan, Ditien PSDKP
253 Kasubdit. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya | Dit. Pemantauan Sumber Daya KP & Pengemb. 1
Perikanan Infrastruktur Perikanan, Ditien PSDKP
254 Kasubdit. Pengembangan Infrastruktur Dit. Pemantauan Sumber Daya KP & Pengemb. 1
Pengawasan Infrastruktur Perikanan, Ditjen PSDKP
255 | Kasubdit. Penyidikan Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditien PSDKP 11
256 i:;:?dlt' Penanganan Barang Bukti dan Awak Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 11
Kasubdit. Kerja Sama Penegakan Hukum dan . .
257 Fasilitasi PPNS Perikanan Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditien PSDKP 11
258 | Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 11
259 | Kabag. Program dan Evaluasi Ses. ltien 11
260 | Kabag. Kepegawaian, Hukum, dan Humas Ses. ltjen 11
261 | Kabag. Keuangan dan Umum Ses. ltjen 11
262 | Kabag. Analisis dan Tindak Lanjut Ses. ltjen 11
263 | Kabag. Program Set. Balitbang KP 11
264 | Kabag. Kepegawaian dan Hukum Set. Balitbang KP 11
265 | Kabag. Keuangan dan Umum Set. Balitbang KP 11
266 | Kabag. Kerja Sama dan Informasi Set. Balitbang KP 11
267 | Kabid. Tata Operasional Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan 1

Konservasi SDI, Balitbang KP




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan

268 | Kabid. Pelayanan Teknis Konservasi SDI, Balitbang KP 11
. o . Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan
269 | Kabid. Monitoring dan Evaluasi Konservasi SDI, Balitbang KP 11
Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan
270 | Kabag. Tata Usaha Konservasi SDI, Balitbang KP 1
271 | Kabid. Tata Operasional Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 11
272 | Kabid. Pelayanan Teknis Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 11
273 | Kabid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 11
274 | Kabag. Tata Usaha Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 11
. . Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi
275 | Kabid. Tata Operasional KP, Balitbang kP 11
. . Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi
276 | Kabid. Pelayanan Teknis KP, Balitbang KP 11
. L . Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi
277 | Kabid. Monitoring dan Evaluasi KP, Balitbang KP 11
278 | Kabid. Tata Operasional Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 1
Balitbang KP
279 | Kabid. Pelayanan Teknis Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 1
Balitbang KP
280 | Kabid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 1
Balitbang KP
281 | Kabag. Program dan Kerja Sama Set. BPSDM KP 11
282 | Kabag Organisasi dan Kepegawaian Set. BPSDM KP 11
283 | Kabag Keuangan dan Umum Set. BPSDM KP 11
284 | Kabag Evaluasi dan Dokumentasi Set. BPSDM KP 11
. o . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
285 | Kabid. Program, Monitoring, dan Evaluasi BPSDM KP 11
. . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
286 | Kabid. Penyelenggaraan Pendidikan BPSDM KP 11
. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
287 | Kabid. Kelembagaan dan Ketenagaan BPSDM KP 11
288 | Kabid. Program, Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelatihan KeIautaKnPdan Perikanan, BPSDM 1
289 | Kabid. Penyelenggaraan Pelatihan Pusat Pelatihan KeIauta;Pdan Perikanan, BPSDM 1
290 | Kabid. Kelembagaan dan Ketenagaan Pusat Pelatihan KeIauta;Pdan Perikanan, BPSDM 1
. o . Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,
291 | Kabid. Program, Monitoring dan Evaluasi BPSDM KP 11
. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,
292 | Kabid. Penyelenggaraan Penyuluhan BPSDM KP 11
203 | Kabid. Kelembagaan dan Ketenagaan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 1

BPSDM KP




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

Set. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

294 | Kabag. Program dan Kerja Sama dan Keamanan Hasil Perikanan 11
295 | Kabag. Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi Set. BKIPM 11
296 | Kabag. Keuangan dan Umum Set. BKIPM 11
297 | Kabag. Informasi dan Humas Set. BKIPM 11
298 | Kabid. Tata Operasional Pusat Karantina Ikan, BKIPM 11
299 | Kabid. Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium Pusat Karantina Ikan, BKIPM 11
300 | Kabid. Sistem Perkarantinaan Ikan Pusat Karantina Ikan, BKIPM 11
. . L Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil
301 | Kabid. Inspeksi dan Verifikasi Perikanan. BKIPM 11
. I - Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil
302 | Kabid. Akreditasi dan Monitoring Perikanan, BKIPM 11
303 | Kabid. Harmonisasi dan Penangan Kasus Pusat Sert|f|ka3|'Mutu dan Keamanan Hasi 11
Perikanan, BKIPM
304 | Kabid. Manajemen Mutu Produksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 11
305 Kabid. Manajemen Mutu Laboratorium dan Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 11
Lembaga Inspeksi
306 | Kabid. Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 11
307 | Kabid. Data dan Statistik Pusat Data, Statistik dan Informasi 11
308 | Kabid. Sistem Informasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 11
309 | Kabid. Komunikasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 11
310 | Kabag. Tata Usaha Pusat Data, Statistik dan Informasi 11
311 | Kabid. Kerja Sama Bilateral Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 1
Antarlembaga
312 | Kabid. Kerja Sama Mulilateral Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 1
Antarlembaga
313 | Kabid. Kerja Sama Antarlembaga Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 1
Antarlembaga
314 | Kabag. Tata Usaha Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 1
Antarlembaga
315 | Kabid. Standardisasi Dan Sertifikasi Balai Besar Pengemb;;gin Penangkapan lkan, 11
316 | Kabid. Pelayanan Teknik Balai Besar Pengembangan Penangkapan lkan, 1
DJPT
317 | Kabid. Penyebaran Teknologi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 1
DJPT
318 | Kabag, Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 1
DJPT
319 | Kabid. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 11
320 | Kabid. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 11
321 | Kabag. Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 11
329 | Kabid. Standarisasi dan Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 1

DJPB




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL
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KELAS JABATAN

Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar,

323 | Kabid. Pelayanan Teknik DJPB 11
324 | Kabag. Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 1
DJPB
325 | Kabid. Standarisasi dan Informasi Balai Besar Pengembgr;gaBn Budidaya Air Payau, 11
326 | Kabid. Pelayanan Teknik Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, 1
DJPB
327 | Kabag. Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, 1
DJPB
328 | Kabag. Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, DJPB 11
329 | Kabid. Standarisasi dan Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, DJPB 11
330 | Kabid. Pelayanan Teknik Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, DJPB 11
. I Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian
331 | Kabid. Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Perikanan, Diien P2HP 11
. , I Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian
332 | Kabid. Pengujian Hasil Perikanan Hasil Perikanan, Ditien P2HP 11
. L L Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian
333 | Kabid. Monitoring Hasil Perikanan Hasil Perikanan, Diien P2HP 11
Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian
334 | Kabag. Tata Usaha Hasil Perikanan, Ditien P2HP 1
335 | Kabid. Tata Operasional Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Balitbang KP 11
336 | Kabid. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Balitbang KP 11
337 | Kabag. Tata Usaha Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Balitbang KP 11
. . Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan
338 | Kabid.Tata Operasional Bioteknologi KP, Balitbang KP 11
. . Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan
339 | Kabid. Pelayanan Teknis Bioteknologi KP, Balitbang KP 11
Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan
340 | Kabag. Tata Usaha Bioteknologi KP, Balitbang KP 1
341 | Kabid. Tata Operasional Balai Besar Penel!t|an Sosial Ekonomi KP, 1
Balitbang KP
342 | Kabid. Pelayanan Teknis Balai Besar Penel!t|an Sosial Ekonomi KP, 1
Balitbang KP
343 | Kabag. Tata Usaha Balai Besar Penel!t|an Sosial Ekonomi KP, 1
Balitbang KP
344 | Kabag. Administrasi Akademik dan Ketarunaan Sekolah Tinggi Perikanan, BPSDM KP 11
345 | Kabag. Administrasi Umum Sekolah Tinggi Perikanan, BPSDM KP 11
346 | Kabag. Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan, BPSDM KP 11
347 | Kabag. Umum Balai Besar Karantina lkan, Pengendalian Mutu, 1

dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM
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Balai Besar Karantina lkan, Pengendalian Mutu,

348 | Kabid. Tata Pelayanan dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 1
. . .| Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

349 | Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 11

350 Ka. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan 1
Keamanan Hasil Perikanan Kelas Il Keamanan Hasil Perikanan Kelas Il, BKIPM

351 Ka.Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 1
dan Perikanan Perikanan, Ditien PSDKP

352 | Ka. Pelabuhan Perikanan Pantai Pelabuhan Perikanan Pantai, DJPT 10
Ka. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan,

353 | . 10
Lingkungan DJPB

354 E:l.JtLoka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 10

355 | Ka. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 10

356 | Ka. Loka Penelitian Perikanan Tuna Loka Penelitian Perikanan Tuna, Balitbang KP 10
Ka. Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan | Loka Penelitian Sumberdaya dan Kerentanan

357 i, . . 10
Pesisir Pesisir, Balitbang KP
Ka. Loka Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil Loka Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil

358 , . : 10
Perikanan Perikanan, Balitbang KP

359 | Ka. Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Loka Litbang Bud|day;PR umput Laut, Balitbang 10

360 | Ka.Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Loka Perekayasgan Teknologi Kelautan, 10

Balitbang KP

361 Ka. Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan 10
dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas | Keamanan Hasil Perikanan Kelas I, BKIPM

362 | Kabag. Perencanaan dan Evaluasi Set. Dewan Kelautan Indonesia 10

363 | Kabag. Keuangan Set. Dewan Kelautan Indonesia 10

364 | Kabag. Kepegawaian dan Umum Set. Dewan Kelautan Indonesia 10

365 | Kasubbag. Perencanaan Kebijakan Biro Perencanaan, Setjen 9

366 | Kasubbag. Lintas Sektor dan Luar Negeri Biro Perencanaan, Setjen 9

367 | Kasubbag. Tata Usaha Biro Perencanaan, Setjen 9

368 | Kasubbag. Penyerasian Rencana Kerja Biro Perencanaan, Setjen 9

369 | Kasubbag. Penyerasian Program Biro Perencanaan, Setjen 9

370 | Kasubbag. Identifikasi dan Perumusan Kegiatan Biro Perencanaan, Setjen 9

371 | Kasubbag. Analisis dan Formulasi Anggaran Biro Perencanaan, Setjen 9




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL
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KELAS JABATAN

372 | Kasubbag. Penyusunan Anggaran | Biro Perencanaan, Setjen 9
373 | Kasubbag. Penyusunan Anggaran I Biro Perencanaan, Setjen 9
374 | Kasubbag. Monitoring dan Pengendalian Biro Perencanaan, Setjen 9
375 | Kasubbag. Evaluasi Biro Perencanaan, Setjen 9
376 | Kasubbag. Pelaporan Biro Perencanaan, Setjen 9
377 | Kasubbag. Perencanaan Biro Kepegawaian, Setjen 9
378 | Kasubbag. Pengembangan Biro Kepegawaian, Setjen 9
379 | Kasubbag. Disiplin dan Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 9
’
381 | Kasubbag. Kepangkatan Fungsional Biro Kepegawaian, Setjen 9
389 ﬁ:ijigg:ﬂ;emberhentian, Pensiun dan Biro Kepegawaian, Sefien 9
383 | Kasubbag. Jabatan Fungsional | Biro Kepegawaian, Setjen 9
384 | Kasubbag. Jabatan Fungsional Il Biro Kepegawaian, Setjen 9
385 | Kasubbag. Jabatan Fungsional I Biro Kepegawaian, Setjen 9
386 | Kasubbag. Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 9
387 | Kasubbag. Administrasi Kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 9
388 | Kasubbag. Tata Usaha Biro Kepegawaian, Setjen 9
389 | Kasubbag. Anggaran | Biro Keuangan, Setjen 9
390 | Kasubbag. Anggaran II Biro Keuangan, Setjen 9
391 | Kasubbag.Penerimaan Negara Bukan Pajak Biro Keuangan, Setjen 9
392 | Kasubbag. Kebendaharawanan Biro Keuangan, Setjen 9
393 | Kasubbag. Tata Laksanan Keuangan Biro Keuangan, Setjen 9
394 | Kasubbag. Tata Usaha Biro Keuangan, Setjen 9
395 | Kasubbag. Akuntansi Keuangan Biro Keuangan, Setjen 9




NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
396 | Kasubbag. Akuntansi Barang Milik Negara Biro Keuangan, Setjen 9
397 | Kasubbag. Pelaporan Biro Keuangan, Setjen 9
398 | Kasubbag. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan, Setjen 9
399 Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Biro Keuangan, Sefjen 9
Anggaran
400 | Kasubbag. Penyelesaian Ganti Rugi Biro Keuangan, Setjen 9
101 Kasubbag. Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Biro Hukum dan Organsiasi, Sefien 9
Pengolahan, dan Pemasaran
40 Kasubbag. Pergturan Bidang Budidaya, Karantina, Biro Hukum dan Organsiasi, Sefien 9
dan Pengendalian Mutu
Kasubbag. Peraturan Bidang Kelautan, Pesisir, . o
403 Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan Sumber Daya Biro Hukum dan Organsiasi, Sefen o
404 Kasubbag. Peraturan Bldang Kesekretariatan, Biro Hukum dan Organsiasi, Sefien 9
Pengawasan Internal, dan Lintas Sektor
105 Kasuppag.Peraturan Bidang Pengembangan SDM, Biro Hukum dan Organsiasi, Sefien 9
Penelitian, dan Pengembangan
406 | Kasubbag. Pengembangan Hukum Laut Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
407 | Kasubbag. Perjanjian Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
408 | Kasubbag. Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
409 | Kasubbag. Konsultansi dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
410 | Kasubbag. Organisasi Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
411 | Kasubbag. Tata Laksana Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
412 Kasubbag. Tata Usaha, Dokumentasi, dan Biro Hukum dan Organsiasi, Setjen 9
Informasi Hukum
413 | Kasubbag. Protokol Biro Umum, Setjen 9
414 | Kasubbag.Tata Usaha Menteri Biro Umum, Setjen 9
415 | Kasubbag. Tata Usaha Sekretariat Jenderal Biro Umum, Setjen 9
416 | Kasubbag. Urusan Dalam Biro Umum, Setjen 9
417 | Kasubbag. Angkutan dan Keamanan Dalam Biro Umum, Setjen 9
418 | Kasubbag. Kesejahteraan Biro Umum, Setjen 9
419 | Kasubbag. Perencanaan dan Pemanfaatan Biro Umum, Setjen 9
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420 | Kasubbag. Pengadaan dan Penyaluran Biro Umum, Setjen 9
421 | Kasubbag. Inventarisasi dan Penghapusan Biro Umum, Setjen 9
422 | Kasubbag. Persuratan Biro Umum, Setjen 9
423 | Kasubbag. Arsip Biro Umum, Setjen 9
424 | Kasubbag. Tata Usaha Biro Biro Umum, Setjen 9
425 | Kasubbag. Penyusunan Program Anggaran Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
426 | Kasubbag. Kerjasama Program Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
427 | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
428 Kasubbgg. Perencanaan dan Pengembangan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
Pegawali
429 | Kasubbag. Mutasi Setditjen Perikanan Tangkap, DJPT 9
430 Kasubpag. Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Setditien Perikanan Tangkap, DIPT 9
Fungsional
431 | Kasubbag. Hukum Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
432 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perikanan Tangkap, DJPT 9
433 | Kasubbag. Humas dan Perpustakaan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
434 | Kasubbag. Keuangan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
435 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
436 | Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Setditien Perikanan Tangkap, DJPT 9
437 | Kasi. Pengumpulan dan Pengolahan Dit. Sumber Daya lkan, DJPT 9
438 | Kasi. Analisis dan Penyajian Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 9
439 Kasi. Pemulihan Sumber Daya Ikan Perairan Dit. Sumber Daya lkan, DIPT 9
Umum
440 Kasi. Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 9
Umum
141 Kasi. Pemullhan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial Dit. Sumber Daya lkan, DIPT 9
dan Perairan Kepulauan
442 Kasie. Tgta Kelola Sumberdaya Ikan Laut Teritorial Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 9
dan Perairan Kepulauan
143 Kasi. Identifikasi Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Dit. Sumber Daya fkan, DIPT 9

Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas
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Kepala Seksi Tata Kelola Sumberdaya Ikan Zona

444 Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas Dit. Sumber Daya lkan, DIPT o
445 | Kasi. Pengelolaan Data Sumber Daya Ikan Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 9
446 | Kasi. Analisis Pengelolaan Data Sumber Daya lkan Dit. Sumber Daya lkan, DJPT 9
447 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Sumber Daya Ikan, DJPT 9
448 | Kasi. Rancang Bangun Kapal Perikanan Dit. Kapal Perikanan g?g_l'_a‘ lat Penangkap fkan, 9
449 | Kasi. Kelaikan Kapal Perikanan Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
450 | Kasi. Rancang Bangun Alat Penangkap lkan Dit. Kapal Perikanan g?g_lf\ lat Penangkap fkan, 9
451 | Kasi. Kelaikan Kapal Penangkap Ikan Dit. Kapal Perikanan S?S{_A‘ lat Penangkap fkan, 9
452 | Kasi. Identifikasi dan Pengukuran Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
453 | Kasi. Pencatatan dan Dokumentasi Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
454 | Kasi. Pengawakan Kapal Perikanan Dit. Kapal Perikanan S?IQTA lat Penangkap fkan, 9
455 | Kasi. Ketenagakerjaan Perikanan Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
Kasi. Pemantauan Kapal Perikanan dan Alat Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lIkan,
456 9
Penangkap lkan DJPT
457 | Kasi. Evaluasi dan Pelaporan Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
458 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan, 9
DJPT
459 | Kasi. Identifikasi dan Analisis Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
460 | Kasi. Penyiapan Pembangunan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIJPT 9
461 | Kasi. Tata Laksana Pelabuhan Perikanan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIJPT 9
462 | Kasi. Pengusahaan dan Pelayanan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIJPT 9
463 ﬁi Bimbingan Pembangunan PPS, PPN, dan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
464 Kasi. Bimbingan Pembangunan PPI dan Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan, DIPT 9
Swasta
465 | Kasi. Tata Laksana dan Sarana Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
466 | Kasi. Keselamatan Pelayaran Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
167 Kasi. Pemantauan dan Evaluasi PPS, PPN, dan Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9

PPP
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Kasi. Pemantauan dan Evaluasi PPI dan

468 Pelabuhan Swasta Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
469 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pelabuhan Perikanan, DJPT 9
470 | Kasi. Verifikasi Alokasi Penangkapan lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
471 | Kasi. Pelayanan Alokasi Penangkapan Ikan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 9
472 | Kasi. Verifikasi Pengusahaan Penangkapan lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
473 :T(Zsr']l' Administrasi Pengusahaan Penangkapan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
Kasi. Verifikasi Dokumen Penangkapan lkan .
474 Perusahaan Perikanan Berbadan Hukum Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
475 Kasi. Verifikasi Dokumen Penangkapgn lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan lkan, DJPT 9
Perusahaan Perorangan dan Koperasi
476 | Kasi. Penerbitan Dokumen Penangkapan lkan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
477 | Kasi. Tata Laksana Dokumen Penangkapan lkan | Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DIJPT 9
478 :T(Zsr']l' Pemantauan Pelayanan Usaha Penangkapan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
479 :T(Z?' Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
480 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT 9
481 | Kasi. Tata Laksana Kelembagaan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan lkan, 9
DJPT
482 | Kasi. Kerja Sama Usaha Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, 9
DJPT
Kasi. Tata Laksana Investasi dan Permodalan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan,
483 9
Usaha DJPT
484 | Kasi. Bimbingan Investasi dan Permodalan Usaha Dit. Pengembangan léj?Ta Penangkapan lkan, 9
485 | Kasi. Identifikasi dan Kapasitas Nelayan Dit. Pengembangan gig}a Penangkapan lkan, 9
486 | Kasi. Bimbingan Nelayan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan lkan, 9
DJPT
487 | Kasi. Bimbingan Pengelolaaan Usaha Dit. Pengembangan LS?]?T& Penangkapan lkan, 9
488 | Kasi. Bimbingan Diversifikasi Usaha Dit. Pengembangan Léigjra Penangkapan lkan, 9
489 | Kasi. Pemantauan Usaha Penangkapan lkan Dit. Pengembangan lé}a)r}a Penangkapan lkan, 9
490 | Kasi. Evaluasi Usaha Penangkapan lkan Dit. Pengembangan léjg]ra Penangkapan lkan, 9
491 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, 9

DJIPT
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Balai Besar Pengembangan Penangkapan lkan,

492 | Kasi. Standardisasi DIPT 9

493 | Kasi. Seriifikasi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 9
DJPT

494 | Kasi Sarana Balai Besar Pengembangan Penangkapan lkan, 9
DJPT

495 | Kasi. Kerja Sama Balai Besar Pengembangan Penangkapan lkan, 9
DJPT

496 | Kasi. Bimbingan Teknik Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 9
DJPT

497 | Kasi. Publikasi dan Dokumentasi Balai Besar Pengembangan Penangkapan lkan, 9
DJPT

498 | Kasubbag, Perencanaan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 9
DJPT

499 | Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, 9
DJPT

500 | Kasubbag. Umum dan Keuangan Balai Besar Pengembgggin Penangkapan lkan, 9

501 | Kasi. Sarana Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

502 | Kasi. Pelayanan dan Pengembangan Usaha Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

503 | Kasi. Kesyahbandaran Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

504 | Kasi. Pemasaran dan Informasi Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

505 | Kasubbag. Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

506 | Kasubbag. Umum Pelabuhan Perikanan Samudera, DJPT 9

507 | Kasi. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara, DJPT 9

508 | Kasi. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara, DJPT 9

509 | Kasubbag. Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara, DJPT 9

510 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9

511 | Kasubbag. Kerja Sama Program Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9

512 | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9

513 Kasubbgg. Perencanaan dan Pengembangan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9

Pegawali
514 | Kasubbag. Mutasi Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
515 Kasubbag. Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Set. Ditien Perikanan Budidaya, DJPB 9

Fungsional
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516 | Kasubbag. Hukum Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
517 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
518 | Kasubbag. Humas dan Perpustakaan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
519 | Kasubbag. Keuangan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
520 | Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
521 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Set. Ditjen Perikanan Budidaya, DJPB 9
522 | Kasi. Identifikasi Potensi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
523 | Kasi. Penataan Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
524 | Kasi. Standardisasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
525 | Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
526 | Kasi. Standardisasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
527 | Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
528 | Kasi. Standardisasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
529 | Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
530 | Kasi. Identifikasi Potensi Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
531 | Kasi. Pemanfaatan Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
532 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya, DJPB 9
533 | Kasi. Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar Dit. Perbenihan, DJPB 9
534 | Kasi. Pengelolaan Induk Ikan Air Payau dan laut Dit. Perbenihan, DJPB 9
535 | Kasi. Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar Dit. Perbenihan, DJPB 9
536 Kasi. Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Payau dan Dit. Perbenihan. DIPB 9
Laut
537 | Kasi. Perbenihan Skala Besar Air Tawar Dit. Perbenihan, DJPB 9
538 E:j; Perbenihan Skala Besar Ikan Air Payau dan Dit. Perbenihan. DIPB 9
539 | Kasi. Standardisasi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 9




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL

UNIT ORGANISASI

KELAS JABATAN

540 | Kasi. Sertifikasi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 9
541 | Kasi. Informasi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 9
542 | Kasi. Distribusi Perbenihan Dit. Perbenihan, DJPB 9
543 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Perbenihan, DJPB 9
544 | Kasi. Standardisasi Dit. Produksi, DJPB 9
545 | Kasi. Penerapan Teknologi Budidaya Air Tawar Dit. Produksi, DJPB 9
546 | Kasi. Standardisasi Dit. Produksi, DJPB 9
547 g:rs]ii_:jtnerapan Teknologi Budidaya Air Payau Dit. Produksi, DJPB 9
548 | Kasie. Standardisasi Dit. Produksi, DJPB 9
549 | Kasi. Penerapan Teknologi Budidaya lkan Hias Dit. Produksi, DJPB 9
550 | Kasi. Penerapan Sertifikasi Dit. Produksi, DJPB 9
551 | Kasi. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Dit. Produksi, DJPB 9
552 | Kasi. Pengumpulan dan Pengolahan Data Dit. Produksi, DJPB 9
553 | Kasi. Analisis dan Penyajian Data Statistik Dit. Produksi, DJPB 9
554 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Produksi, DJPB 9
555 Eisgkfézgiardisasi Lboratorium Kesehtan lkan dan Dit.Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 9
556 s:rsliii.r?;]ak:izzjrilsag Metode Uji Kesehatan lkan Dit.Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 9
557 ;;sl:).gli?egistrasi Obat kan, Kimia dan Bahan Dit.Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 9
558 | Kasi. Monev Obat lkan, Kimia dan Bahan Biologi Dit.Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 9
559 | Kasi. Perencanaan Pengendalian Residu Dit.Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 9
560 | Kasi. Tindak Lanjut Pengendalian Residu Dit.Kesehatan lkan dan Lingkungan, DJPB 9
561 | Kasubbag. Tata Usaha Dit.Kesehatan Ikan dan Lingkungan, DJPB 9
562 | Kasi. Investasi Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9
563 | Kasi. Permodalan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9
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564 | Kasi. Bimbingan Usaha Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

565 | Kasi. Kemitraan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

566 | Kasi. Perizinan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

567 | Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

568 | Kasi. Kelembagaan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

569 | Kasi. Ketenagakerjaan Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

570 | Kasi. Informasi Usaha Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

571 | Kasi. Promosi Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

572 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Usaha Budidaya, DJPB 9

573 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Setditen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

574 | Kasubbag. Kerja Sama Program Setditjen. Pengolahqn dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

575 | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Setditjen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

576 Kasubbag. Perencanaan dan Pengembangan Setditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil 9
Pegawali Perikanan

577 | Kasubbag. Mutasi Setditjen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

578 Kasubbag.Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Setditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil 9
Fungsional Perikanan

579 | Kasubbag, Hukum Setditjen. Pengolahqn dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

580 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Setdien. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

581 Kasubbag. Hubungan Masyarakat dan Setditien. Pengolahan dan Pemasaran Hasil 9
Perpustakaan Perikanan

582 | Kasubbag. Keuangan Setditjen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

583 | Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Setditen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

584 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Setditen. Pengolahap dan Pemasaran Hasil 9
Perikanan

585 | Kasi. Analisis Standar Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9

586 | Kasi. Penerapan Standar Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9

587 Kasi. Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9

dan Menengah
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588 | Kasi. Pengembangan Produk Skala Besar Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
589 Kasi. Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
Menengah
500 Kasie.Kerja Sama Usaha Mikro, Kecil, Dan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
Menengah
591 | Kasi. Bimbingan Teknis Industri Pengolahan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
592 | Kasi. Kerja Sama Asosiasi dan Industri Pengolahan Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
593 | Kasi. Sarana Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
594 | Kasi. Prasarana Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
595 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pengolahan Hasil, Ditien P2HP 9
506 | Kasi. Analisis Standar Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
597 | Kasi. Penerapan Standar Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
508 | Kasi. Promosi lkan Hias Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
599 | Kasi. Jaringan Pasar lkan Hias Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
Kasi. Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen
600 9
Menengah P2HP
Kasi. Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan | Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen
601 9
Produk P2HP
602 | Kasi. Bimbingan Teknis Industri Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
603 | Kasi. Kerja Sama Industi Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
604 | Kasi. Sarana Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
605 | Kasi Prasarana Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
606 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Ditjen 9
P2HP
607 | Kasi. Kelembagaan Pelaku Pasar Hasil Perikanan Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
608 | Kasi. Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
609 | Kasi. Analisis Pasar Dalam Negeri Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
610 | Kasi. Informasi Pasar Dalam Negeri Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
611 | Kasi. Jaringan Distribusi Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
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612 | Kasi. Kemitraan Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
613 | Kasi. Promosi Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
614 | Kasi. Kerja Sama Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
615 | Kasi. Sarana Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
616 | Kasi. Prasarana Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
617 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pemasaran Dalam Negeri, Ditien P2HP 9
618 | Kasi. Analisis Kelembagaan Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
619 | Kasi. Kerja Sama Kelembagaan Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 9
620 | Kasi. Analisis Pasar Luar Negeri Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 9
621 | Kasi. Informasi Pasar Luar Negeri Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 9
622 | Kasi. Peningkatan Akses Pasar Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 9
623 | Kasi. Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
624 | Kasi. Analisis Kebutuhan Impor Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditien P2HP 9
625 | Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Impor Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
626 | Kasi. Promosi Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
627 | Kasi. Kerja Sama Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
628 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pemasaran Luar Negeri, Ditjien P2HP 9
629 ,\K/lzsrj;ge;yanan Usaha Mikro, Kecil, dan Dit. Usaha dan Investasi, Ditjien P2HP 9
630 | Kasi. Pelayanan Usaha Besar Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
631 | Kasi. Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
632 | Kasi. Kemitraan Usaha Besar Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 9
633 | Kasi. Tenaga Kerja Pengolahan Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
634 | Kasi.Tenaga Kerja Pemasaran Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 9
635 | Kasi. Investasi Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
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636 | Kasi. Permodalan Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 9
637 | Kasi. Informasi Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
638 | Kasi. Promosi Dit. Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP 9
639 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Usaha dan Investasi, Ditien P2HP 9
640 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran | Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
641 | Kasubbag. Kerja Sama Program Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
642 | Kasubbag. Data Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
643 | Kasubbag. Kepegawaian Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
644 | Kasubbag. Keuangan Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
645 | Kasubbag. Umum Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
646 | Kasubbag.Hukum Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
647 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
648 | Kasubbag. Humas Setditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
649 | Kasubbag. Monitoring Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
650 | Kasubbag. Evaluasi Program Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
651 | Kasubbag. Pelaporan Setditien Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 9
. . Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
652 | Kasi. Rencana Tata Ruang Laut Nasional Kecil, Ditjen KP3K 9
653 Kasi. Rencana Tata Ruang Laut Lintas Wilayah Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 9
dan Perairan Yurisdiksi Kecil, Ditien KP3K
Kasie. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
654 A 9
Jawa Kecil, Ditien KP3K
655 Kasi.Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 9
Sumatera dan Leusser Sunda Kecil, Ditien KP3K
656 Kasie. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 9
Kalimantan dan Maluku Kecil, Ditien KP3K
657 Kasi. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 9
Sulawesi dan Papua Kecil, Ditien KP3K
. . . Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
658 | Kasi. Informasi Spasial Kecil, Difien KP3K 9
659 | KasiEvaluasi Spasial Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 9

Kecil, Ditien KP3K
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Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau

660 | Kasubbag. Tata Usaha Kecil, Difien KP3K 9
661 | KasiJejaring Konservasi Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
662 | Kasi. Data dan Informasi Konservasi Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
663 | Kasi. Perancangan Konservasi Kawasan Dit. Kawasan Konsergz; an Jenis lkan, Ditien 9
664 | Kasi. Perlindungan dan Pelestarian kawasan Dit. Kawasan Konser;z;zéi an Jenis lkan, Ditien 9
665 | Kasi. Perancangan Jenis Ikan Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
666 | Kasi. Perlindungan dan Pelestarian Jenis lkan Dit. Kawasan Konser}\gde an Jenis Ikan, Ditien 9
667 | Kasi. Pemanfaatan Kawasan Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
668 | Kasi. Pemanfaatan Jenis lkan Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
669 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Kawasan Konservasi dan Jenis lkan, Ditjen 9
KP3K
670 | Kasi. Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan Dit. Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K 9
671 | Kasi. Adapatsi Dampak Perubahan Iklim Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
672 | Kasi. Benda Muatan Kapal Tenggelam Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
673 | Kasi. Jasa Kelautan Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
674 Kas!. P enanggulangan Pencemaran Sumber Daya Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
Pesisir
675 E:jtl Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
676 | Kasi. Rehabilitasi Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
677 | Kasi. Reklamasi Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
678 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Pesisir dan Lautan, Ditien KP3K 9
Kasi. Identifikasi Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen
679 . 9
Kecil KP3K
Kasie. Data dan Informasi Pesisir dan Pulau-Pulau | Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen
680 . 9
Kecil KP3K
631 | Kasi Rehabilitasi Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 9
KP3K
682 | Kasi. Mitigasi dan Adaptasi Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 9
KP3K
683 | Kasi Fasilitasi Investasi Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 9

KP3K
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Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen

684 | Kasi. Promosi KP3K 9
65 | Kasi Sarana Pulau-Pulau Kecil Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 9
KP3K
686 | Kasi. Prasarana Pulau-Pulau Kecil Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Diien 9
KP3K
687 | Kasubbag, Tata Usaha Dit. Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 9
KP3K
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
688 | Kasi. Akses Perbankan Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K o
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
689 | Kasl. Akses Nonbank Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K o
. L Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
690 | Kasi. Identifikasi IPTEK Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 9
. . Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
691 | Kasi. Implementasi IPTEK Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 9
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
692 | Kasi. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 9
. . Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
693 | Kasi. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pengembangan Usaha, Ditien KP3K 9
. Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
694 | Kasi. Pelayanan Usaha Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K ’
. . Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
695 | Kasi. Usaha Mikro Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K o
Dit. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
696 | Kasubbag. Tata Usaha Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K d
697 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
698 | Kasubbag. Kerjasama Program Setditjien Pengawasan Sumber Daya KP 9
699 | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
700 Kasubbgg. Perencanaan dan Pengembangan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
Pegawali
701 | Kasubbag. Mutasi Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
702 Kasubpag. Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
Fungsional
703 | Kasubbag. Hukum Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP 9
704 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
705 | Kasubbag. Humas dan Perpustakaan Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP 9
706 | Kasubbag. Keuangan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
707 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9




NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
708 | Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Setditien Pengawasan Sumber Daya KP 9
Kasi. Pengawasan Penangkapan lkan Wilayah Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen
709 9
Barat | SPDKP
Kasi. Pengawasan Penangkapan lkan Wilayah Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen
710 9
Barat Il SPDKP
Kasi. Pengawasan Penangkapan lkan Wilayah Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen
711 . 9
Timur | SPDKP
719 Kasi. Pengawasan Penangkapan lkan Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen 9
WilayahTimur II SPDKP
713 Kasi. Pengawasan Usaha Pengangkutan, Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen 9
Pengolahan dan Pemasaran Wilayah Barat SPDKP
714 Kasi. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen 9
danPemasaran Wilayah Timur SPDKP
715 | Kasi. Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Barat Dit. Pengawasan Surgt;eDrKl?Daya Perikanan, Ditien 9
716 | Kasi. Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Timur Dit. Pengawasan SugtF))eDrKl?Daya Perikanan, Dien 9
717 | Kasubbag Tata Usaha Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen
SPDKP
718 | Kasi. Pengawasan Ekosistem Perairan Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Dien 9
PSDKP
719 | Kasi. Pengawasan Kawasan Konservasi Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditien 9
PSDKP
Kasi. Pengawasan Pencemaran Perairan Laut dan | Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen
720 ey . 9
Pesisir Pantai PSDKP
Kasi. Pengawasan Pencemaran Perairan Umum Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen
721 9
dan Pedalaman PSDKP
722 | Kasi. Pengawasan Pesisir Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen 9
PSDKP
723 | Kasi. Pengawasan Pulau-Pulau Kecil Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen 9
PSDKP
724 | Kasi. Pengawasan Jasa Kelautan Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen 9
PSDKP
725 | Kasi. Pengawasan Sumber Daya Nonhayati Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Dien 9
PSDKP
726 | Kasubbag Tata Usaha Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen 9
PSDKP
727 | Kasi. Logistik Wilayah Barat Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
728 | Kasi. Operasional Wilayah Barat Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
729 | Kasi. Logistik Wilayah Timur Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
730 | Kasi. Operasional Wilayah Timur Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
731 | Kasi. Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
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NAMA JABATAN STRUKTURAL
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732 | Kasi. Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
733 | Kasi. Pengawakan Kapal Pengawas Wilyah Barat Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
734 | Kasi. Pengawakan Kapal Pengawas Wilyah Timur Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
735 | Kasubbaag Tata Usaha Dit. Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP 9
. . Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb.
736 | Kasi. Pengembangan Sistem Pemantauan Infrastruktur Pengawasan, Ditien PSDKP 9
S Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb.
731 | Kasl. Kerja Sama Pemantauan Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP o
738 Kasi. Operasional Sistem Pemantauan Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb. 9
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Infrastruktur Pengawasan, Ditien PSDKP
739 Kasi. Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb. 9
Sumber Daya Kelautan Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP
740 Kasi. Operasional Sistem Pemantauan Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb. 9
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP
741 Kasi. Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb. 9
Sumber Daya Perikanan Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP
. , Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb.
742 | Kasi. Penyiapan Infrastruktur Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP ’
. . Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb.
743 | Kasi. Evaluasi Infrastruktur Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP o
Dit. Pemantauan SDKP dan Pengemb.
744 | Kasubbaag Tata Usaha Infrastruktur Pengawasan, Ditjen PSDKP d
745 | Kasi. Penyidikan Wilayah Barat Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
746 | Kasi. Penyidikan Wilayah Timur Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
747 K§5|. Penanganan Barang Bukil dan Awak Kapal Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
Wilayah Barat
748 K?S" Pengnganan Barang Bukti dan Awak Kapal Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditien PSDKP 9
Wilayah Timur
749 | Kasi. Kerja Sama Penegakan Hukum Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
750 | Kasi. Fasilitasi PPNS Perikanan Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
751 | Kasi. Pemantauan Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditien PSDKP 9
752 | Kasi. Evaluasi Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 9
753 | Kasubbag. Tata Usaha Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditien PSDKP 9
754 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Ses. ltjen 9
755 | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Ses. Itjen 9




NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
:
757 | Kasubbag. Hukum dan Humas Ses. ltien 9
758 | Kasubbag. Keuangan Ses. ltjen 9
759 | Kasubbag. Tata Usaha dan Perlengkapan Ses. ltjen 9
760 | Kasubbag. Analisis Laporan Hasil Audit Ses. ltjen 9
761 | Kasubbag. Pemantauan Tindak Lanjut Ses. ltjen 9
762 | Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat | Inspektorat |, Itjen 8
763 | Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat Il Inspektorat I, Itjen 8
764 | Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat IlI Inspektorat Il Itjen 8
765 | Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat IV Inspektorat IV, Itjen 8
766 | Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat V Inspektorat V, Itien 8
767 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set. Balitbang KP 9
768 | Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set. Balitbang KP 9
769 | Kasubbag. Pelaporan Set. Balitbang KP 9
770 ﬁz;:svt;?g. Tata Usaha dan Pengembangan Set, Balithang KP 9
771 | Kasubbag. Administrasi Jabatan Fungsional Set. Balitbang KP 9
772 | Kasubbag. Hukum dan Organisasi Set. Balitbang KP 9
773 | Kasubbag. Keuangan Set. Balitbang KP 9
774 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Set. Balitbang KP 9
775 | Kasubbag. Tata Usaha Set. Balitbang KP 9
776 | Kasubbag. Kerja Sama Set. Balitbang KP 9
777 | Kasubbag. Informasi Set. Balitbang KP 9
778 | Kasubbag. Dokumentasi dan Kepustakaan Set. Balitbang KP 9
779 | Kasubbid. Penyusunan Program Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan 9

Konservasi Sumber Daya lkan, Balitbang KP
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Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan

780 | Kasubbid. Tata Laksana Penelitian Konservasi Sumber Daya Ikan, Balitbang KP 9
781 | Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Egzzzzj;?“;{?;bZ?ngggTs;nfgglﬁ?;::gd}?S 9
782 | Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Egiztei/zr:ia”st:?n:bi?né]:;(:ﬁn?;gll(i?t?::gdzg 9
o et e e |
uree oo el |
e e e | s
el
787 | Kasubbid. Penyusunan Program Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
788 | Kasubbid. Tata Laksana Litbang Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
789 | Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
790 | Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
791 | Kasubbid. Monitoring Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
792 | Kasubbid. Evaluasi Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
793 | Kasubbag. Kepegawaian Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
794 | Kasubbag. Keuangan dan Umum Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
795 [ Kasubbid. Penyusunan Program Pusaé;:gfjal;ajci;: izr;iE:;ZE%?:;;L?EOIO@ 9
796 Kasubbid. Tata Laksana Pengkajian dan Pusat Pengkajian dan.Perekayas.aan Teknologi 9
Perekayasaan Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP
797 | Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Pusaé;:gtgaiaj(ije;: ?Dzr:iE:;ZE%?:;;HLEEEMOQ 9
798 | Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusaé;:gtgazagzr; (E,Zr;iE:;ZE%E;S';EZ“?}EEOIOQ 9
799, | Kasuobi. Monioring "l da peinan baang kb |
800 | Kesubid. Evabes " cinan tan perkanan, ey 0+ |
B0L | Kasubbag, Tala Useha "l da peinan baang kb |
802 | Kasubbid. Penyusunan Program Pusat Litbang Stérglti)teb!zgy}?PLaut dan Pesisir, 9
803 | Kasubbid. Tata Laksana Litbang Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, 9

Balitbang KP
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Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir,

804 | Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Balithang KP 9
805 | Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 9
Balitbang KP
806 | Kasubbid. Monitoring Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 9
Balitbang KP
807 | Kasubbid. Evaluasi Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 9
Balitbang KP
808 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat Litbang Sumper Daya Laut dan Pesisir, 9
Balitbang KP
809 | Kasubbag. Data dan Informasi Set.BPSDM KP 9
810 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set.BPSDM KP 9
811 | Kasubbag. Kerja Sama Set.BPSDM KP 9
812 | Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Set.BPSDM KP 9
813 Kasubbgg. Perencanaan dan Pengembangan Set BPSDM KP 9
Pegawali
814 | Kasubbag. Tata Usaha Kepegawaian Set.BPSDM KP 9
815 | Kasubbag. Keuangan Set.BPSDM KP 9
816 | Kasubbag. Perlengkapan Set.BPSDM KP 9
817 | Kasubbag. Tata Usaha Set.BPSDM KP 9
818 | Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set.BPSDM KP 9
819 | Kasubbag. Pelaporan Set.BPSDM KP 9
820 | Kasubbag. Dokumentasi dan Perpustakaan Set.BPSDM KP 9
: Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
821 | Kasubbid. Program BPSDM KP 9
. L . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
822 | Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi BPSDM KP 9
. . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
823 | Kasubbid. Metode dan Kurikulum BPSDM KP 9
. . Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
824 | Kasubbid. Peserta Didik, Sarana dan Prasarana BPSDM KP 9
. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
825 | Kasubbid. Kelembagaan BPSDM KP 9
. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
826 | Kasubbid. Ketenagaan BPSDM KP 9
827 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, 9

BPSDM KP
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Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM

828 | Kasubbid. Program Kp 9
829 | Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelatihan KeIauta;Pdan Perikanan, BPSDM 9
830 | Kasubbid. Metode dan Kurikulum Pusat Pelatihan KeIautaKnPdan Perikanan, BPSDM 9
831 | Kasubbid. Peserta Latih , Sarana dan Prasarana Pusat Pelatian Kelauta;Pdan Perikanan, BPSDM 9
832 | Kasubbid. Kelembagaan Pusat Pelatihan KeIautaKnPdan Perikanan, BPSDM 9
833 | Kasubbid. Ketenagaan Pusat Pelatihan KeIauta;Pdan Perikanan, BPSDM 9
834 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat Pelatihan KeIautaKnPdan Perikanan, BPSDM 9
835 | Kasubbid. Program Pusat PenyuluhaBr:D geDI&uEQ dan Perikanan, 9
836 | Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi Pusat PenyuluhaBrE)geDl;':\/lurg dan Perikanan, 9
837 | Kasubbid. Metode dan Materi Pusat PenyuluhaérLEeDI;u:(as dan Perikanan, 9
838 | Kasubbid. Sarana dan Prasarana Pusat PenyuluhaBrLEeDlsﬂurg dan Perikanan, 9
839 | Kasubbid, Kelembagaan Pusat PenyuluhaBr; geDI;uEa: dan Perikanan, 9
840 | Kasubbid. Ketenagaan Pusat PenyuluhaBrL geDls/lurS dan Perikanan, 9
841 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat PenyuluhaBr; EEI&UEQ dan Perikanan, 9
842 | Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set. BKIPM 9
843 | Kasubbag. Kerja Sama Set. BKIPM 9
844 | Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set. BKIPM 9
845 | Kasubbag. Kepegawaian Set. BKIPM 9
846 | Kasubbag. Jabatan Fungsional Set. BKIPM 9
847 | Kasubbag. Hukum dan Organisasi Set. BKIPM 9
848 | Kasubbag. Keuangan Set. BKIPM 9
849 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Set. BKIPM 9
850 | Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Set. BKIPM 9
851 Kasubbag. Sarana dan Prasarana Teknologi Set. BKIPM 9

Informasi
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852 | Kasubbag. Pengembangan Sistem Informasi Set. BKIPM 9
853 | Kasubbag. Humas dan Layanan Pengaduan Set. BKIPM 9
854 | Kasubbid. Pelayanan Operasional Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
855 | Kasubbid. Pencegahan dan Penindakan Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
856 | Kasubbid. Tata Laksana Instalasi Pusat Karantina lkan, BKIPM 9
857 | Kasubbid. Tata Laksan Laboratorium Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
858 | Kasubbid. Pengkajian Sistem Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
859 | Kasubbid. Manajemen Resiko Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
860 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
861 | Kasubbid. Inspeksi Pusat Sertifil;a:riigigjn(,jaBr:( :(Ffz’\z;manan Hasil 9
862 | Kasubbid. Verifikasi dan Tindak Lanjut Pusat Sertifil;a:riill(\g Lrj]gjnc’jz;r:(:gel\jmanan Hasil 9
863 | Kasubbid. Akreditasi Pusat Sertiﬁlﬁ;ﬂgﬁf%& :(Pe’\zﬂimanan Hasil 9
864 | Kasubbid. Monitoring Pusat Sertifil;a(esriilgl:]gjnfj%r:( :(Pel\jmanan Hasil 9
865 | Kasubbid. Harmonisasi Pusat Sertifil;aesriill(\g l:]gjn?%r:(:?;manan Hasi 9
866 | Kasubbid. Penanganan Kasus Pusat Sertifil;a:riikl\g lrj]t:nc’jaBr:(Il(Pel\jmanan Hasil 9
867 | Kasubbag. Bagian Tata Usaha Pusat Sertifil;a:riill(\g L:}g’ﬂ?;l:?ﬁmanan Hasil 9
868 | Kasubbid. Manajemen Mutu Prapanen Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
869 | Kasubbid. Manajemen Mutu Pascapanen Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
870 | Kasubbid. Manajemen Mutu Laboratorium Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
871 | Kasubbid. Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
872 | Kasubbid. Bimbingan Teknis Produksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
873 E:Sgzjti(;jr.iuBrjwmdbaiggf:mee;;;SIr':As?)r;akj;men Mutu Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
874 | Kasubbag. Tata Usaha Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
875 | Kasubbid. Pengolahan Data dan Statistik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9




NO.

NAMA JABATAN STRUKTURAL
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876 | Kasubbid. Penyajian Data dan Statistik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
877 | Kasubbid. Aplikasi Sistem Informasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
878 | Kasubbid. Infrastruktur Sistem Informasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
879 | Kasubbid. Komunikasi Publik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
880 | Kasubbid. Komunikasi Lembaga Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
881 | Kasubbag. Program dan Pelaporan Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
882 | Kasubbag. Hukum, Organisasi, dan Umum Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
883 | Kasubbag. Keuangan Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
884 | Kasubbid. Kerja Sama Amerika dan Eropa Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
885 | Kasubbid. Kerja Sama Asia dan Pasifik Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
886 | Kasubbid. Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah Pusat Analisis Kerja Sama Interasional dan 9
Antarlembaga
887 | Kasubbid. Kerja Sama ASEAN Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
888 | Kasubbid. Kerja Sama PBB Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
889 | Kasubbid. Kerja Sama Internasional Lainnya Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
890 | Kasubbid. Kerja Sama Lembaga Pemerintah Pusat Analisis Kerja Sama Interasional dan 9
Antarlembaga
891 | Kasubbid. Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
892 | Kasubbid. Kerja Sama Mulilembaga Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
893 | Kasubbag. Program dan Evaluasi Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
894 | Kasubbag. Hukum dan Kepegawaian Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
895 | Kasubbag. Keuangan dan Umum Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan 9
Antarlembaga
896 | Kasi Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 9
DJPB
897 | Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 9
DJPB
898 | Kasie. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 9
DJPB
899 | Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, 9

DJPB
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Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar,

900 | Kasubbag. Keuangan DJPB 9
901 | Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembgg%%n Budidaya Air Tawar, 9
902 | Kasi. Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, 9
DJPB
903 | Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, 9
DJPB
904 | Kasi. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembgr;gaBn Budidaya Air Payau, 9
905 | Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, 9
DJPB
906 | Kasubbag. Keuangan Balai Besar Pengembgr;gaén Budidaya Air Payau, 9
907 | Kasubbag. Umum Balai Besar PengembgrjlgPaBn Budidaya Air Payau, 9
908 | Kasi. Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
909 | Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
910 | Kasi. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
911 | Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
912 | Kasubbag. Keuangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
913 | Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
914 | Kasi. Standarisasi dan Informasi Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
915 | Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
916 | Kasubbag.Tata Usaha Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
917 | Kasi. Standardisasi dan Informasi Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
918 | Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
919 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
920 | Kasi. Standardisasi dan Informasi Balai Budidaya Laut, DJPB 9
921 | Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Laut, DJPB 9
922 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Budidaya Laut, DJPB 9
923 | Kasi. Teknik Usaha Produksi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan 9

Budidaya, Karawang
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Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan

924 | Kasi. Sarana Teknik Budidaya, Karawang 9
925 | Kasi. Pelayanan Teknik Balai Layanan.Usaha Produksi Perikanan 9
Budidaya, Karawang
926 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Layanan'Usaha Produksi Perikanan 9
Budidaya, Karawang
Kasi. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan
927 . 9
Produksi Kekerangan, Karangasem
928 | Kasi. Sarana dan Prasarana Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 9
Kekerangan, Karangasem
929 | Kasi. Data dan Informasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 9
Kekerangan, Karangasem
930 | Kasubbag.Tata Usaha Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 9
Kekerangan, Karangasem
931 | Kasi. Teknologi Pengolahan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
932 | Kasi. Sarana dan Prasarana Pengolahan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
933 | Kasi. Mikrobiologi dan Organoleptik Balai Besar Pengembangan dan Pengendatian 9
Hasil Perikanan
934 | Kasi. Kimia dan Hayati Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
935 | Kasi. Monitoring Cemaran Kimia Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
936 | Kasi. Monitoring Cemaran Biologi Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
037 | Kasubbag, Perencanaan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
938 | Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
939 | Kasubbag. Informasi Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian 9
Hasil Perikanan
940 | Kasi. Program dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
941 | Kasi. Pendayagunaan dan Pelestarian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
942 | Kasubbag.Tata Usaha Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
943 | Kasubsi. Program dan Evaluasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
944 | Kasubsi. Pendayagunaan dan Pelestarian Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
945 | Kaur. Tata Usaha Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
946 | Kasi. Program dan Evaluasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9
947 | Kasi. Pendayagunaan dan Pengawasan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9
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948 | Kasubbag.Tata Usaha Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9

949 | Kasi. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan Pengawasan S umber Daya Kelautan 9
dan Perikanan

950 | Kasi. Sarana dan Prasarana Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan 9
dan Perikanan

951 | Kasubbag. Tata Usaha Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan 9
dan Perikanan

952 | Kasi. Program dan Anggaran Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

953 | Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

954 | Kasi. Kerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

955 | Kasi. Prasarana dan Sarana Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

956 | Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

957 | Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9

. Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan

958 | Kasi. Program dan Anggaran Bioteknologi KP 9

959 | Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar L|tb§ng Pengqlahan Produk dan 9
Bioteknologi KP

960 | Kasi. Kerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar L|tbgng Pengqlahan Produk dan 9
Bioteknologi KP

961 | Kasi. Publikasi dan Dokumentasi Balai Besar L|tb§ng Pengqlahan Produk dan 9
Bioteknologi KP

. Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan

962 | Kasubbag. Kepegawaian Bioteknologi KP 9

963 | Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar thbfang Pengqlahan Produk dan 9
Bioteknologi KP

964 | Kasi. Program dan Anggran Balai Besar Penelitian SQS|aI Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

965 | Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Penelitian SQS|aI Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

966 | KasiKerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar Penelitian Sgsml Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

967 | KasiPublikasi dan Dokumentasi Balai Besar Penelitian SQS|aI Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

968 | Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Penelitian Sgsml Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

969 | Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar Penelitian SQS|aI Ekonomi Kelautan 9
dan Perikanan

970 | Kasi.Tata Operasional Balai Penelitian dan Observasi Laut 9

971 | Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian dan Observasi Laut 9
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972 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian dan Observasi Laut 9
973 | Kasi.Tata Operasional Balai PenelitéaanFk’)ZTgI:;e;nl E:: Konservasi 9
974 | Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitisatjnmzir?;l;r;znl E:: Konservasi

975 | Kasubbag.Tata Usaha Balai Penelit;auan;ZT;I;r;znl E:: Konservasi 9
976 | Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
977 | Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
978 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
979 | Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
980 | Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
981 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
982 | Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
983 | Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
984 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
985 | Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Pemuliaan lkan 9
986 | Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian Pemuliaan lkan 9
987 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Pemuliaan lkan 9
988 | Kasi.Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
989 | Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
990 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
991 | Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Perikanan Laut 9
992 | Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Laut 9
993 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Perikanan Laut 9
994 | Kasubbag. Pendidikan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Perikanan 9
995 | Kasubbag. Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Perikanan 9
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996 | Kasubbag. Pembinaan Taruna dan Alumni Sekolah Tinggi Perikanan 9

997 | Kasubbag. Asrama dan Kesejahteraan Sekolah Tinggi Perikanan 9

998 | Kasubbag. Program Penyelenggaraan Pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan 9

999 | Kasubbag. Sarana Pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan 9

1000 | Kasubbag. Kepegawaian Sekolah Tinggi Perikanan 9

1001 | Kasubbag. Keuangan Sekolah Tinggi Perikanan 9

1002 | Kasubbag. Tata Usaha Sekolah Tinggi Perikanan 9

1003 | Kasubbag Administrasi Akademik dan Ketrunaan Akademi Perikanan 9

1004 | Kasubbag Administrasi Umum Akademi Perikanan 9

1005 | Kasi. Prasarana dan Sarana Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 9

1006 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 9

1007 | Kasi. Sarana Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 9

1008 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 9

1009 | Kasubbag. Tata Usaha Sekolah Usaha Perikanan Menengah 9

1010 | Kasi. Pelayanan Laboratorium dan Instalasi Balai Besar Karantina lkan, I_Denggndallan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

1011 | Kasi. Pelayanan Teknis Balai Besar Karantina Ikan, I?enggndahan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

1012 | Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Balai Besar Karantina Ikan, I?enggndahan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

1013 | Kasie.Data dan Informasi Balai Besar Karantina Ikan, If’enggndahan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

1014 | Kasubbag. Keuangan Balai Besar Karantina Ikan, I?enggndallan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

1015 | Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian Balai Besar Karantina lkan, I?enggndahan Mutu, 9
dan Keamanan Hasil Perikanan

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
1016 | Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1017 | Kasi.Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan,.Pengendallan Mutu, dan 9
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |
1018 | Kasi. Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan 9

Keamanan Hasil Perikanan Kelas |
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Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan

1019 | Kasubbag. Tata Usaha Keamanan Hasil Perikanan Kelas | o
1020 | Kasi. Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan,. Pengendahan Mutu, dan 9
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |I
1021 | Kasi. Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Balai Karantina Ikan,. Pengendahan Mutu, dan 9
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |I
1022 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Karantina Ikan,. Pengendahan Mutu, dan 9
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |I
Kasi. Pengujian HPI, Mutu, dan Keamanan Hasil Balai Uji Standar Karantina lkan, Pengendlian
1023 . L 9
Perikanan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
1024 | Kasi. Bimbingan Teknis dan Informasi Balal Uji Standar Karantina Ika}n, Pgngendllan 9
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
1025 | Kasubbag. Tata Usaha Balai Uji Standar Karantina Ikgn, Pgngendllan 9
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
1026 Ka. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 9
dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas |l Keamanan Hasil Perikanan Kelas |I
1027 | Kasubsi. Program Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1028 | Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1029 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1030 | Kasubsi. Sarana dan Prasarana Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1031 | Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1032 | Kaur. Keuangan dan Umum Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1033 | Kasubsi. Program Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1034 | Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1035 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1036 | Kasubsi. Sarana dan Prasarana Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1037 | Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1038 | Kaur. Keuangan dan Umum Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1039 | Kasubsi. Kerja sama Balai Litbang Perikanan Laut 8
1040 | Kasubsi. Pelayanan Jasa dan Informasi Balai Litbang Perikanan Laut 8
1041 | Kasubsi. Program Balai Litbang Perikanan Laut 8
1042 | Kasubsi. Sarana Penelitian Balai Litbang Perikanan Laut 8
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1043 | Kaur. Keuangan Balai Litbang Perikanan Laut 8
1044 | Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Perikanan Laut 8
1045 | Kasubsi. Program Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1046 | Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1047 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1048 | Kasubsi. Prasarana dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1049 | Kaur. Kepegawaian Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1050 | Kaur. Keuangan dan Umum Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1051 | Kasubsi. Metode Pemeriksaan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, 8
Serang
1052 | Kasubsi. Pelayanan Operasional Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, 8
Serang
1053 | Kaur. Tata Usaha Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, 8
Serang
1054 | Kasubsi. Tata Operasional Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1055 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1056 | Kaur. Tata Usaha Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1057 | Kasubsi. Tata Operasional Loka Penelitian Sumber. Qaya dan Kerentanan 8
Pesisir
1058 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Penelitian Sumber. paya dan Kerentanan g
Pesisir
1059 | Kaur Tata Usaha Loka Penelitian Sumber. Daya dan Kerentanan 8
Pesisir
1060 | Kasubsi. Tata Operasional Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1061 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1062 | Kaur. Tata Usaha Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1063 | Kasubsi. Tata Operasional Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1064 | Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1065 | Kaur. Tata Usaha Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1066 | Kaur. Administrasi Akademik dan Kerja Sama Akademi Perikanan 8
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1067 | Kaur. Administrasi Ketarunaan Akademi Perikanan 8
1068 | Kaur. Keuangan Akademi Perikanan 8
1069 | Kaur. Kepegawaian Akademi Perikanan 8
1070 | Kaur. Tata Usaha Akademi Perikanan 8
1071 | Kasi. Program Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 8
1072 | Kasi. Program dan Evaluasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 8
1073 | Kasubsi.Tata Pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendallan Mutu, dan 8
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |
1074 | Kasubsi. Pengawasan, Pengendalian,dan Informasi Stasiun Karantina Ikaq, Pquendallan Mutu, dan 8
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |
1075 | Kaur. Tata Usaha Stasiun Karantina Ikan, Pengendallan Mutu, dan 8
Keamanan Hasil Perikanan Kelas |
1076 | Kaur. Tata Usaha Stasiun Karantina Ikap, Pepgendallan Mutu, dan 8
Keamanan Hasil Perikanan Kelas Il
1077 | Kasubbag. Perencanaan Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1078 | Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1079 | Kasubbag Kerja Sama dan Humas. Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1080 | Kasubbag. Perbendaharaan Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1081 | Kasubbag. Verifikasi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1082 | Kasubbag. Akuntansi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1083 | Kasubbag. Kepegawaian dan Tata Usaha Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1084 | Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
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NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN
1 Analis Kepegawaian Pelaksana 6
2 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7
3 Analis Kepegawaian Pertama 8
4 Arsiparis Pemula 5
5 Arsiparis Pelaksana 6
6 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7
7 Arsiparis Penyelia 8
8 Arsiparis Muda 9
9 Auditor Pelaksana 6
10 Auditor Penyelia 8
11 Auditor Pertama 8
12 Auditor Muda 9
13 Auditor Madya 11
14 Auditor Utama 13
15 Dokter Gigi Muda 10
16 Dokter Gigi Madya 12
17 Dokter Umum Pertama 9
18 Dokter Umum Muda 10
19 Peneliti Pertama 8
20 Peneliti Muda 9




NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN
21 Peneliti Madya 11
22 Peneliti Utama 13
23 Penerjemah Pertama 8
24 Pengawas Perikanan Pemula 5
25 Pengawas Perikanan Pelaksana 6
26 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan 7
27 Pengawas Perikanan Penyelia 8
28 Pengawas Perikanan Pertama 8
29 Pengawas Perikanan Muda 9
30 Pengawas Perikanan Madya 11
31 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula 5
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
32 6
Pelaksana
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
33 . 7
Pelaksana Lanjutan
34 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia 8
35 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama 8
36 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda 9
37 Pengendali Hama dan Penyakit lkan Madya 11
38 Penyuluh Perikanan Pertama 8
39 Penyuluh Perikanan Madya 11
40 Perancang Peraturan Perundang-undangan 3
Pertama
41 Perawat Pelaksana Lanjutan 7
42 Perekayasa Pertama 8
43 Perekayasa Muda 9
44 Perekayasa Madya 11
45 Perekayasa Utama 13
46 Perencana Pertama 8
47 Perencana Madya 11
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48 Pranata Humas Pemula 5
49 Pranata Humas Pelaksana 6
50 Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 7
51 Pranata Humas Penyelia 8
52 Pranata Humas Pertama 8
53 Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5
54 Pranata Komputer Pelaksana 6
55 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7
56 Pranata Komputer Pertama 8
57 Pranata Komputer Muda 9
58 Prar_lata Laboratorium Kesehatan Pelaksana .
Lanjutan
59 Pustakawan Pelaksana 6
60 Pustakawan Pelaksana Lanjutan 7
61 Pustakawan Penyelia 8
62 Pustakawan Pertama 8
63 Pustakawan Madya 11
64 Statistisi Pemula 5
65 Statistisi Pelaksana 6
66 Statistisi Pelaksana Lanjutan 7
67 Statistisi Pertama 8
68 Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula 5
69 Teknisi Litkayasa Pelaksana 6
70 Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan 7
71 Teknisi Litkayasa Penyelia 8
72 Widyaiswara Pertama 8
73 Widyaiswara Muda 9
74 Widyaiswara Madya 11




NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN
75 Widyaiswara Utama 13
76 Instruktur Pelaksana 6
77 Instruktur Pelaksana Lanjutan 7
78 Instruktur Penyelia 8
79 Instruktur Pertama 8
80 Instruktur Muda 9
81 Instruktur Madya 11
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z
o

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

Anak Buah Kapal (ABK)

6

Analis Mitigasi Dan Adaptasi

Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Analis Benda Muatan Kapal Tenggela

Analis Budidaya

Analis Hasil Ketatalaksanaan

Analis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Analis Hasil Penanganan Pelanggaran
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Analis Hasil Pengawasan Pembudidayaan Ikan

[=Y
o

Analis Hasil Pengawasan Penangkapan lkan

[
=

Analis Hasil Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

[EY
N

Analis Hukum

[N
w

Analis Jasa Kelautan

[Eny
N

Analis Laboratorium

[
a1

Analis Laporan Barang Milik Negara

iy
(@]

Analis Mutu Hasil Perikanan

[
~

Analis Organisasi

[EY
[¢¢)

Analis penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir/Laut

[
©

Analis Penyelesaian Ganti Rugi

N
o

Analis Permasalahan Hukum

N
=

Analis Potensi Kelautan

N
N

Analis Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan

N
w

Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan

N
N

Analis Rehabllitasi

N
al

Analis Reklamasi

N
o

Analis Sumberdaya Pesisir dan Lautan

N
~

Bendahara Pengeluaran

N
@

Caraka

N
©

Desain Grafis

W
o

Juru Mudi

w
=

Kelasi

w
N

Kepala Kamar Mesin

w
w

Kepala Kamar Mesin Kapal Pengawas
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34

Koordinator Satuan Pengamanan

4

35

Markonis

36

Masinis

37

Mualim

38

Nahkoda

39

Nakhoda Kapal Pengawas

40

Oiler

41

Pekarya/Pramu Bakti/Pramusaji/Pramu Kantor

42

Pembantu Bendahara

43

Pembantu Pengelola Raiser lkan Hias

44

Penata Usaha Barang Perlengkapan

45

Penata Usaha Laboratorium

46

Penata Usaha Perlengkapan dan Umum

47

Penata Usaha Persuratan

48

Penata Usaha Rumah Tangga Dan Perlengkapan

49

Pengadministrasi Akademik/Jurusan

50

Pengadministrasi Akses IPTEK

51

Pengadministrasi Akses Permodalan

52

Pengadministrasi Alat dan Bahan Laboratorium dan Instalasi

53

Pengadministrasi Anggaran, Monitoring dan Evaluasi

54

Pengadministrasi Bahan Bimbingan Teknis

55

Pengadministrasi Bahan Dokumentasi

56

Pengadministrasi Bahan Evaluasi Rencana dan Program

57

Pengadministrasi Bahan Humas

58

Pengadministrasi Bahan ldentifikasi

59

Pengadministrasi Bahan Informasi

60

Pengadministrasi Bahan Kawasan Konservasi

61

Pengadministrasi Bahan Kerjasama

62

Pengadministrasi Bahan Pelaksanaan standar

63

Pengadministrasi Bahan Pelaporan

64

Pengadministrasi Bahan Pemantauan

65

Pengadministrasi Bahan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

66

Pengadministrasi Bahan Penelitian

67

Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian

68

Pengadministrasi Bahan Penyerasian Prorgam

69

Pengadministrasi Bahan Publikasi

70

Pengadministrasi Bahan Sertifikasi

71

Pengadministrasi Bahan Standardisasi

72

Pengadministrasi Bahan Teknis Budidaya

73

Pengadministrasi Bahan Teknis Keskanling
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NAMA JABATAN
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JABATAN

74

Pengadministrasi Bahan Teknis Perbenihan

6

75

Pengadministrasi Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya

76

Pengadministrasi Bahan Teknis Usaha Budidaya

77

Pengadministrasi Bahan Telaahan Organisasi

78

Pengadministrasi Balai Pengobatan

79

Pengadministrasi Barang ATK dan RTP

80

Pengadministrasi Barang Bukti

81

Pengadministrasi Bimbingan Teknis Industri

82

Pengadministrasi Barang Milik Negara

83

Pengadministrasi dan Pelaporan

84

Pengadministrasi Data Peserta Didik, Sarana dan Prasarana

85

Pengadministrasi Desain Grafis

86

Pengadministrasi Dokumentasi dan Perpustakaan

87

Pengadministrasi Evaluasi dan Laporan

88

Pengadministrasi Fasilitas PPNS

89

Pengadministrasi Gedung Yang Disewakan

90

Pengadministrasi Hukum

91

Pengadministrasi Hukum, Organisasi dan Humas

92

Pengadministrasi Informasi

93

Pengadministrasi Informasi dan Publikasi

94

Pengadministrasi Informasi Pasar Luar Negeri

95

Pengadministrasi Jaringan Distribusi

96

Pengadministrasi Jaringan Pasar Ikan Hias

97

Pengadministrasi Kebutuhan Logistik

98

Pengadministrasi kebutuhan operasional

99

Pengadministrasi Kegiatan Lapangan

100

Pengadministrasi Kehumasan

101

Pengadministrasi Kehumasan Dan Perpustakaan

102

Pengadministrasi Kelembagaan dan Ketenagaan

103

Pengadministrasi Kemitraan

104

Pengadministrasi Kerja Sama Program

105

Pengadministrasi Kerjasama

106

Pengadministrasi Kerjasama dan Pelayanan Jasa

107

Pengadministrasi Kerjasama dan Pelayanan Litbang

108

Pengadministrasi Kerjasama Industri

109

Pengadministrasi Kerjasama PHLN dan Teknis

110

Pengadministrasi Kesiswaan

111

Pengadministrasi Ketarunaan dan Alumni

112

Pengadministrasi Ketenagakerjaan

113

Pengadministrasi Keuangan
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NAMA JABATAN
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114

Pengadministrasi Kimia dan Nabati

6

115

Pengadministrasi Laboratorium Data

116

Pengadministrasi Metode dan Kurikulum

117

Pengadministrasi Mikrobiologi dan Organoleptik

118

Pengadministrasi Monev

119

Pengadministrasi Monev dan Kerjasama

120

Pengadministrasi Monitoring Cemaran Biologi

121

Pengadministrasi Monitoring Cemaran Kimia

122

Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi

123

Pengadministrasi Operasional

124

Pengadministrasi Ortala

125

Pengadministrasi Pasar Dalam Negeri

126

Pengadministrasi Pelayanan Jasa dan Informasi

127

Pengadministrasi Pelayanan Litbang

128

Pengadministrasi Pelayanan Teknis

129

Pengadministrasi Pelayanan Usaha

130

Pengadministrasi Pemantauan

131

Pengadministrasi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan

132

Pengadministrasi Pendidikan dan Kerjasama

133

Pengadministrasi Pengajaran

134

Pengadministrasi Pengembangan Produk

135

Pengadministrasi Pengembangan Usaha

136

Pengadministrasi Pengukuran dan dokumen kapal perikanan

137

Pengadministrasi Peningkatan Akses Pasar

138

Pengadministrasi Penyidikan

139

Pengadministrasi Perencana

140

Pengadministrasi Perlengkapan

141

Pengadministrasi Perpustakaan

142

Pengadministrasi Program

143

Pengadministrasi Program dan Anggaran

144

Pengadministrasi Program Evaluasi dan Pelaporan

145

Pengadministrasi Promosi Ikan Hias

146

Pengadministrasi Publikasi dan Dokumentasi

147

Pengadministrasi Rencana dan Program

148

Pengadministrasi Rumah Tangga Dan Perlengkapan

149

Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana

150

Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana Pengolahan

151

Pengadministrasi Sarana Laboratorium

152

Pengadministrasi Sertifikasi dan Validasi Ketenagaan

153

Pengadministrasi Sertifikasi Profesi
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NAMA JABATAN
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JABATAN

154

Pengadministrasi Sosial Budaya Masyarakat

6

155

Pengadministrasi Tata Operasional

156

Pengadministrasi Teknologi Pengolahan

157

Pengadministrasi Tenaga Kependidikan

158

Pengadministrasi Tata Usaha Inspektorat |

159

Pengadministrasi Tata Usaha Inspektorat Il

160

Pengadministrasi Tata Usaha Inspektorat 111

161

Pengadministrasi Tata Usaha Inspektorat IV

162

Pengadministrasi Tata Usaha Inspektorat V

163

Pengadministrasi Uji Kepelautan

164

Pengadministrasi Umum

165

Pengadministrasi Verifikasi

166

Pengadministrassi Bahan Penyerasian Program

167

Pengelola Asrama

168

Pengelola Gedung

169

Pengelola Instalasi Sarana Pendidikan

170

Pengelola Laboratorium

171

Pengelola Perpustakaan

172

Pengelola Raiser Ikan Hias

173

Pengelola sarana latihan

174

Pengelola Sarana Pendidikan

175

Pengelola Workshop

176

Pengemudi

177

Pengolah Bahan Evaluasi dan Laporan

178

Pengolah Data

179

Pengolah Data SAl

180

Pengolah Data Aplikasi Sistem PPKA

181

Pengolah Data dan Informasi Kelembagaan

182

Pengolah Data dan Informasi Ketenagaan

183

Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan

184

Pengolah Data Evaluasi Infrastruktur

185

Pengolah Data Kerjasama

186

Pengolah Data Pemantauan

187

Pengolah Data Pengawakan Kapal Pengawas

188

Pengolah Data Pengawasan

189

Pengolah Data Pengembangan Infrastruktur

190

Pengolah Data Perawatan Kapal Pengawas

191

Pengolah Data Peserta Latih, Sarana dan Prasarana

192

Pengolah Data Sumber Daya lkan

193

Pengolah Data Simpeg
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194

Pengolah Data Sistem dan Jaringan Informasi Hukum

6

195

Pengolah Data Sistem Informasi

196

Pengolah Data SPM

197

Pengolah Database

198

Pengolah Database Kepegawaian

199

Penyiap Bahan Akuntansi dan Pelaporan

200

Penyiap Bahan Data Evaluasi

201

Penyiap Bahan Dokumentasi dan Kepustakaan

202

Penyiap Bahan Evaluasi dan Laporan

203

Penyiap Bahan Evaluasi Program

204

Penyiap Bahan Evaluasi Program dan Anggaran

205

Penyiap Bahan Kehumasan

206

Penyiap Bahan Kerjasama

207

Penyiap Bahan Kerjasama Antar Lembaga

208

Penyiap Bahan Kerjasama dan Pelayanan Penelitian

209

Penyiap Bahan Kerjasama dan Praktek

210

Penyiap Bahan Laporan Keuangan

211

Penyiap Bahan Laporan Pengendalian Pelaksanaan

212

Penyiap Bahan Laporan Program

213

Penyiap Bahan Monitoring

214

Penyiap Bahan Pemantauan

215

Penyiap Bahan Pemantauan dan evaluasi pengawakan kapal perikanan

216

Penyiap Bahan Penelitian

217

Penyiap Bahan Pengujian

218

Penyiap Bahan Publikasi dan Dokumentasi

219

Penyiap Bahan Publikasi dan Informasi

220

Penyiap Bahan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

221

Penyiap Bahan Rumusan

222

Penyiap Bahan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

223

Penyiap Bahan Tata Operasional

224

Penyiap Bahan Tata Penyelenggaraan Diklat

225

Penyiap Bahan Teknis Perbenihan

226

Penyiap Desain Grafis

227

Penyusun Kerjasama Program

228

Penyusun Rencana Diversifikasi Usaha

229

Penyusun Rencana Pasar Dalam Negeri

230

Penyusun Rencana Permodalan

231

Penyusun Rencana Promosi dan Publikasi

232

Penyusun Rencana Promosi Pulau-Pulau Kecil

233

Penyusun Rencana Rehabilitasi
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234

Penyusun Rencana Teknologi Pengolahan

7

235

Penyusun Rencana Tenaga Kerja Pemasaran

236

Penyusun Rencana Akses Non Bank

237

Penyusun Rencana Akses Perbankan

238

Penyusun Rencana Alokasi

239

Penyusun Rencana Anggaran dan Program

240

Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri

241

Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri Pengolahan

242

Penyusun Rencana Bimbingan Usaha

243

Penyusun Rencana Diversifikasi Usaha

244

Penyusun Rencana Evaluasi

245

Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

246

Penyusun Rencana Evaluasi Implementasi Pelayanan Operasional

247

Penyusun Rencana Fasilitasi Investasi

248

Penyusun Rencana Harmonisasi dan Penanganan RAS

249

Penyusun Rencana ldentifikasi

250

Penyusun Rencana ldentifikasi dan Analisis

251

Penyusun Rencana ldentifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk

252

Penyusun Rencana ldentifikasi dan Pengukuran Kapal Perikanan

253

Penyusun Rencana ldentifikasi dan Perumusan Kegiatan

254

Penyusun Rencana ldentifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil

255

Penyusun Rencana ldentifikasi/Implementasi IPTEK

256

Penyusun Rencana Informasi

257

Penyusun Rencana Inspeksi dan Verifikasi

258

Penyusun Rencana Investasi

259

Penyusun Rencana Jaringan Distribusi

260

Penyusun Rencana Jaringan Pasar Ikan Hias

261

Penyusun Rencana Kebijakan

262

Penyusun Rencana Kebutuhan Impor

263

Penyusun Rencana Kebutuhan Kegiatan Pimpinan

264

Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik

265

Penyusun Rencana Kebutuhan Operasional

266

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

267

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana

268

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Pelabuhan

269

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Perlengkapan

270

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana Pulau-Pulau Kecil

271

Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan

272

Penyusun Rencana Kelembagaan

273

Penyusun Rencana Kemitraan
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274

Penyusun Rencana Kemitraan Usaha

7

275

Penyusun Rencana Kenelayanan

276

Penyusun Rencana Kerjasama

277

Penyusun Rencana Kerjasama Industri

278

Penyusun Rencana Keselamatan Pelayaran

279

Penyusun Rencana Keskanling

280

Penyusun Rencana Kesyahbandaran

281

Penyusun Rencana Ketatausahaan dan Persuratan

282

Penyusun Rencana Ketenagakerjaan

283

Penyusun Rencana Keuangan

284

Penyusun Rencana Keuangan dan BMN

285

Penyusun Rencana Kimia dan Nabati

286

Penyusun Rencana Konservasi Jenis Ikan

287

Penyusun Rencana Konservasi Kawasan

288

Penyusun Rencana Lembaga Inspeksi

289

Penyusun Rencana Lintas Sektor

290

Penyusun Rencana Manajeamen Mutu Pra Panen

291

Penyusun Rencana Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

292

Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen

293

Penyusun Rencana Manajemen Mutu Produksi

294

Penyusun Rencana Manajemen Resiko dan Evaluasi

295

Penyusun Rencana Metode dan Kurikulum

296

Penyusun Rencana Mikrobiologi dan Organoleptik

297

Penyusun Rencana Monev

298

Penyusun Rencana Monev dan Akreditasi

299

Penyusun Rencana Monitoring Cemaran Biologi

300

Penyusun Rencana Monitoring Cemaran Kimia

301

Penyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi

302

Penyusun Rencana Organisasi

303

Penyusun Rencana Organisasi dan Tata Laksana

304

Penyusun Rencana Pasar Luar Negeri

305

Penyusun Rencana Pelayanan Operasional

306

Penyusun Rencana Pelayanan Usaha

307

Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan

308

Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan

309

Penyusun Rencana Pemantauan

310

Penyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi Impor

311

Penyusun Rencana Pemantauan Pemanfaatan SDK

312

Penyusun Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan

313

Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran
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314

Penyusun Rencana Penelitian

7

315

Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

316

Penyusun Rencana Pengawakan Kapal Perikanan

317

Penyusun Rencana Pengawasan

318

Penyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

319

Penyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya lkan

320

Penyusun Rencana Pengelolaan Usaha

321

Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik

322

Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur

323

Penyusun Rencana Pengembangan Produk

324

Penyusun Rencana Pengembangan Sistem Pemantauan

325

Penyusun Rencana Pengembangan Usaha Pelabuhan Perikanan

326

Penyusun Rencana Pengendalian dan Pelaporan

327

Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

328

Penyusun Rencana Pengendalian Pembangunan

329

Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat

330

Penyusun Rencana Pengusahaan dan Pelayanan

331

Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar

332

Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat

333

Penyusun Rencana Penyelenggaraan Peserta Didik, Sarana dan Prasarana

334

Penyusun Rencana Penyelenggaraan Peserta Latih, Sarana dan Prasarana

335

Penyusun Rencana Penyerasian Kerja

336

Penyusun Rencana Perawatan Kapal Pengawas

337

Penyusun Rencana Perbenihan

338

Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Konservasi

339

Penyusun Rencana Permodalan

340

Penyusun Rencana Prasarana

341

Penyusun Rencana Prasarana dan Sarana Budidaya

342

Penyusun Rencana Produksi

343

Penyusun Rencana Program

344

Penyusun Rencana Program dan Kerjasama

345

Penyusun Rencana Promosi Ikan Hias

346

Penyusun Rencana Promosi Pulau-Pulau Kecil

347

Penyusun Rencana Rehabilitasi
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348

Penyusun Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan

349

Penyusun Rencana Sarana

350

Penyusun Rencana Sertifikasi

351

Penyusun Rencana Sistem Perkarantinaan

352

Penyusun Rencana Standardisasi

353

Penyusun Rencana Tata Laksana
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354

Penyusun Rencana Tata Laksana Instalasi

7

355

Penyusun Rencana Tata Laksana Laboratorium

356

Penyusun Rencana Tata Laksana Pelabuhan Perikanan

357

Penyusun Rencana Tata Operasional

358

Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi

359

Penyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional/Lintas Wilayah dan Perairan Yuridiksi

360

Penyusun Rencana Teknologi Pengolahan

361

Penyusun Rencana Tenaga Kerja dan Pengolahan

362

Penyusun Rencana Tenaga Kerja Pemasaran

363

Penyusun Rencana Tindak Lanjut

364

Penyusun Rencana Tugas dan ljin Belajar

365

Penyusun Rencana Usaha Budidaya

366

Penyusun Rencana Usaha Mikro

367

Penyusun Rencana Verifikasi

368

Penyusun RencanaTenaga Kerja Pengolahan

369

Petugas Kebersihan Kawasan

370

Petugas Kesehatan

371

Petugas Pelayanan Jasa Dan Fasilitas

372

Petugas Pelayanan kebutuhan operasional kapal

373

Petugas Pemantauan Wilayah Pesisir

374

Petugas Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana

375

Petugas Pengawasan Dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan

376

Protokol

377

Satuan Pengamanan

378

Sekretaris

379

Sekretaris Pimpinan

380

Serang

381

Syahbandar Perikanan

382

Teknisi

383

Teknisi Listrik

384

Teknisi Mesin

385

Teknisi Bangunan

386

Teknisi Gedung dan Instalasi

387

Teknisi Instalasi

388

Teknisi Instalasi Budidaya

389

Teknisi Instalasi Laboratorium

390

Teknisi Jaringan Instalasi

391

Teknisi Kelaikan Alat Penangkap Ikan

392

Teknisi Kelaikan Kapal Perikanan

393

Teknisi Kolam
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394

Teknisi Laboratorium

5

395

Teknisi Lapangan

396

Teknisi Operasional

397

Teknisi Sipil

398

Verifikator Gambar Desain Kapal Perikanan

399

Verifikator Keuangan
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